
BUPATI SUMBAWA 
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA 
NOMOR 6V TAHUN 2023 .. ~ 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 71 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 

SIPIL KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SUMBAWA, 

a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan 
rencana pembangunan lima tahunan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub 
kegiatan sesuai kewenangan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-
2026; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis 
perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila 
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam 
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian 
dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas 
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan 
keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan 
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
berkenaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2021 
tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-
2026; 
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1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4430); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Serkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Serbasis Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Sirokrasi Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 
Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1842); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Sera Tata Cara Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
459); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan 
Desa dan Lembaga Adat Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 
ten tang Pemantauan dan Evaluasi Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
546); 

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 
tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 1569); 

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 
tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1570); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa 
Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumbawa Nomor 571); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa 
Nomor 592); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
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Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 
2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumbawa Nomor 712); 

28. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2020 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 61) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Sumbawa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 21); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 71 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 
2021-2026. 

Pasal I 

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa 
Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa 
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa 
Tahun 2021 Nomor 71), diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa. 

) 

) 

Diundangkan ct· umbawa 
pada tanggal No\1-e.lJ.\.\)« ~-1.3 

Ditetapkan di Sumbawa 
pada tanggal '1 NoV<!WI.ID«- .2.0::i.3 

psuPATISU 

\tMAHMUD ABDULLAH 

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, 

HAS~ru 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR £.n, 



1.1 La.tar Belakang 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SUMBAWA 
NOMOR {,t TAHUN 2023 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI SUMBAWA NOMOR 71 TAHUN 
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 
SUMBAWA TAHUN 2021-2026. 

BABI 

PENDAHULUAN 

Ketentuan Pasal 1 Ayat (29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan 

bahwa Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) 

tahun. Renstra menjadi dasar bagi PD untuk menyusun renja yang merupakan 

dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renstra dapat diubah 

jika RPJMD mengalami perubahan. 

Dokumen perencanaan di daerah terdiri atas dokumen perencanaan 

pembangunan daerah dan dokumen perencanaan PD. Pada Pasal 11 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa 

perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah 

dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD; RPJMD; dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana PD, terdiri atas Renstra PD 

dan Renja PD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan 

pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan 

tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat 

indikatif, sedangkan Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan 

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai 

dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra 

PD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. 
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Proses penyusunan Renstra dan Renja berlaku mutatis mutandis 

terhadap proses penyusunan perubahan Renstra:dan Renja, yang dilakukan 

PD dengan berkoordinasi, bersinergi dan melakukan harmonisasi dengan 

BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang terkait sesuai tahapan, yang 

dimulai dengan (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) 

penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan forum PD/lintas PD; (e) perumusan 

rancangan akhir; dan (f) penetapan. Proses penyusunan renstra PD 

dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut: 

Tahapan: 
Persiapan 
Penyusunan 
Renstra 

Proses: 
a. penyusunan rancangan a. 

keputusan Bupati tentang 
pembentukan tim penyusun 
Renstra PD; 

b. pembentukan tim penyusun 
Renstra PD dimulai dari b. 
penyiapan rancangan SK 
Bupati tentang pembentukan 
tim penyusun Renstra PD. 
Susunan keanggotaan tim 
berasal dari pejabat dan staf 
PD bersangkutan yang 
memiliki kemampuan dan 
kompetensi di bidang 
perencanaan dan 
penganggaran. 

c. orientasi mengenai Renstra PD; c. 
penyusunan agenda kerja tim 
penyusun Renstra PD; 

d. Tim penyusun Renstra PD 
bertugas untuk 
mengumpulkan data dan 
informasi, menyusun dokumen 
perencanaan sesuai tahapan 
dan tata cara termasuk 
melakukan pengendalian 
penyusunan kebijakan 
dokumen rencana PD. 

e. penyiapan data dan informasi 
perencanaan pembangunan 

Keterangan: 
Tim penyusun Renstra PD 
dipersiapkan oleh Kepala PD 
dan diusulkan kepada Bupati 
untuk ditetapkan dengan SK 
Bupati. 
Susunan keanggotaan tim 
penyusun Renstra PD yang 
ditetapkan dengan keputusan 
Bupati sekurang-kurangnya: 
Ketua (Kepala PD), Sekretaris 
(Sekretaris PD), Pokja 
(disesuaikan dengan 
kebutuhan (pejabat/ staf PD 
dan unsur pemerintah/non 
pemerintah yang dinilai 
kompeten sebagai tenaga ahli). 
Tujuan orientasi adalah untuk 
penyamaan persepsi dan 
memberikan pernabamao 
terhadap berbagai per-UU 
berkaitan dengan renbangnas 
dan daerah, keterkaitannya 
dengan dokumen perencanaan 
lainnya, teknis penyusunan 
dokumen, dan menganalisis 
serta menginterpretasikan data 
dan informasi renbang daerah 
yang diperlukan dalam 
menyusun dokumen renbang 
daerah. 

Daerah berdasarkan SIPD. d. Bahan orientasi mengenai 
dokumen renbang daerah dan 
dokumen rencana PD, 
mencakup: (1) per-UU yang 
terkait dengan renbang dan 
penganggaran daerah; (2) 
Panduan atau pedoman teknis 
terkait penyusunan dokumen 
renbang daerah dan dokumen 
rencana PD; dan (3) Buku­
buku literatur tentang renbang 
dan penganggaran daerah. 

Penyusunan a. analisis gambaran pelayanan; a. Penyusunan ranwal Renstra 
PD diJakukan bersamaan 
dengan penyusunan ranwal 
RPJMD; 

Ranwal b. analisis permasalahan; 
Renstra PD c. penelaahan dokumen 

perencanaan lainnya; 
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Penyusunan 
Rancangan 
Renstra PD 

Pelaksanaan 
Forum PD/ 
Lintas PD 

d. analisis isu strategis; 
e. perumusan tujuan dan 

sasaran PD berdasarkan 
sasaran dan indikator serta 
target kinerja dalam rancangan 
awalRPJMD; 

f. perumusan strategi dan arah 
kebijakan PD untuk mencapai 
tujuan dan sasaran serta target 
kinerja PD; dan 

b. Penyusunan ranwal Renstra 
PD, disajikan dengan 
sistematika paling sedikit 
memuat: pendahuluan; 
gambaran pelayanan PD; 
permasalahan dan isu 
strategis PD; tujuan dan 
sasaran; strategi dan arah 
kebijakan; rencana program 
dan kegiatan serta pendanaan; 
kinerja penyelenggaraan g. perumusan rencana program, 

kegiatan, indikator kinerja, 
pagu indikatif, lokasi kegiatan c. 
dan kelompok sasaran 
berdasarkan strategi dan 
kebijakan PD serta program 
dan pagu indikatif dalam 
ranwal RPJMD. 

bidang urusan; dan 
penutup. 

a. Rancangan Renstra PD a. BAPPEDA melakukan verifikasi 
terhadap rancangan Renstra 
PD. 

disusun dengan 
menyempurnakan ranwal 
renstra PD berdasarkan SE 
Bupati tentang penyusunan 
rancangan renstra PD. 

b. Rancangan Renstra PD dibahas 
dalam forum PD/lintas PD. 

c. Hasil kesepakatan forum 

b. Verifikasi bertujuan untuk 
memastikan rancangan 
Renstra PD telah selaras 
dengan ranwal RPJMD dan 
mengakomodir hasil Berita 
Acara. 

PD/lintas PD dirumuskan c. 
dalam Berita Acara. 

Dalam hal hasil verif"lkasi 
ditemukan ketidaksesuaian, 

d. Rancangan Renstra PD 
disempurnakan berdasarkan 
Berita Acara. 

e. Rancangan Renstra PD 

BAPPEDA menyampaikan 
saran dan rekomendasi untuk 
penyempurnaan rancangan 

disajikan dengan sesuai d. 
Renstra PD kepada PD. 
Berdasarkan saran dan 
rekomendasi BAPPEDA, kepala sistematika standar. 

f. Rancangan Renstra PD 
disampaikan oleh kepala PD 
kepada kepala BAPPEDA 
untuk diverif"Ikasi dan 
dijadikan sebagai bahan 
masukan dalam 
penyempurnaan 
RPJMD. 

ranwal 

g. Penyampaian Rancangan 
Renstra PD paling lambat 10 
hari setelah pelaksanaan forum 
PD/lintas PD. 

PD menyempurnakan 
Rancangan Renstra PD. 

e. Rancangan Renstra PD yang 
telah disempurnakan 
disampaikan kembali oleh 
kepala PD kepada kepala 
BAPPEDA. 

f. Verif"lkasi rancangan Renstra 
PD disampaikan paling lambat 
2 (dua) minggu setelah 
penyampaian 
RenstraPD. 

rancangan 

a. Forum PD/lintas PD a. Hasil pelaksanaan forum 
PD/lintas PD dirumuskan 
dalam BA kesepakatan dan 
ditandatangani oleh unsur 
yang rnewakili pemangku 
kepentingan yang menghadiri 
Forum PD/lintas PD. 

dilaksanakan oleh kepala PD 
berkoordinasi dengan 
BAPPEDA. 

b. Forum PD/lintas PD dihadiri 
oleh pemangku kepentingan 
yang terkait dengan tugas dan 
fungsiPD. 

c. Forum PD/lintas PD bertujuan 
untuk memperoleh masukan 
da)arn rangka penajaman 
target kinerja sasaran, program 
dan kegiatan, lokasi dan 
kelompok sasaran yang telah 
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Perumusan 
Rancangan 
Akhir 
RenstraPD 

Penetapan 
Renstra PD 

disusun dalam rancangan 
RenstraPD. 

d. Forum PD/lintas PD 
dilaksanakan paling Iambat 2 
(dua) minggu setelah SE Bupati 
diterima. 

a. Perumusan rancangan akhir 
Renstra PD, merupakan proses 
penyempumaan rancangan 
Renstra PD menjadi rancangan 
akhir Renstra PD berdasarkan 
Perda tentang RPJMD. 

b. Perumusan rancangan akhir 
Renstra PD, dilakukan untuk 
mempertajam strategi, arah 
kebijakan, program dan 
kegiatan PD berdasarkan 
strategi, arah kebijakan, 
program pembangunan Daerah 
yang ditetapkan dalam Perda 
tentang RPJMD. 

c. Rancangan akhir Renstra PD 
disajikan sesuai dengan 
sistematika. 

a. Rancangan akhir Renstra PD, 
disampaikan kepala PD kepada 
kepala BAPPEDA untuk 
diverifikasi. 

a. Verifikasi, harus dapat 

b. Apabila hasil verifikasi, 
ditemukan ketidaksesuaian, 
BAPPEDA menyampaikan b. 

menjamin tujuan, sasaran, 
strategi, arah kebijakan, 
program, dan kegiatan PD 
dalam Renstra PD selaras 
dengan Perda tentang RPJMD. 
Berdasarkan saran dan 
rekomendasi, kepala PD 
menyempurnakan rancangan 
akhir Renstra PD. 

saran dan rekomendasi untuk 
penyempurnaan rancangan 
akhir Renstra PD kepada 
kepalaPD. c. BAPPEDA menyampaikan 

c. Verifikasi rancangan akhir 
Renstra PD paling Iambat 2 
minggu setelah penyampaian 
rancangan akhir Renstra PD. 

d. Rancangan akhir Renstra PD d. 
yang telah disempurnakan 
disampaikan kembali oleh 
kepala PD kepada kepala 
BAPPEDA untuk dilakukan e. 
proses penetapan Renstra PD. 

e. Rancangan akhir Renstra PD, 
disampaikan paling Iambat 1 
minggu setelah Perda tentang 
RPJMD ditetapkan. 

rancangan akhir Renstra PD 
yang telah diverifikasi kepada 
Bupati melalui Sekda untuk 
ditetapkan dengan Perbup. 
Penetapan Renstra PD dengan 
Perbup, paling Iambat 1 (satu) 
bulan setelah Perda tentang 
RPJMD ditetapkan. 
Renstra Perangkat Daerah 
yang telah ditetapkan dengan 
Perbup menjadi pedoman 
kepala PD dalam menyusun 
Renja PD dan digunakan 
sebagai bahan penyusunan 
rancangan RKPD. 

Seluruh proses penyusunan Renstra PD sebagaimana disajikan di atas 

berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan Renstra PD, 

dengan alur seperti dalam gambar di bawah ini: 
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RANCANGANR<NSlllA 
HASIL 

P£NYEMPURNAAN _ · 

Selain berkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan 

dalam PD itu sendiri, Dokumen Renstra PD juga memiliki hubungan dan 

keterkaitan dengan terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan 

daerah kabupaten, proses penyusunan dokumen perencanaan organisasi PD 

provinsi terkait, serta proses perencanaan pembangunan secara nasional yang 

dilakukan oleh K/L teknis terkait. Maka Renstra sebagai dokumen 

perencanaan lima tahunan PD, akan terkait dengan Renja PD itu sendiri, 

terkait juga dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa 

berupa RPJMD dan RPJPD, digambarkan dalam gambar di bawah ini: 

T 
!,,.,.- - j 

.. Re~srra SKPD ': RPJMD' · 
' ~~ 

~n-
Renja SKPD le==="- .RKPD 

.,........................ ----·-·······--·-··· 

RKA-SKPD 

Hubungan antara dokumen Renstra PD dengan dokumen perencanaan 

PD terkait di provinsi maupun renstra K/L dapat digambarkan sebagai berikut: 
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1.2 Landasan Hukum 

R:ENSTRA 
SKPtn<ik 

- 1TAHUN . . · - 7 

I 
I ., 
I 

• 

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini dilaksanakan berdasarkan 

dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang terkait, yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 
Bali, NTB, dan NTT; 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi 
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

11) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja 
Instansi Pemerintah; 
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14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah; 

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah; 

17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Tahun 2020-2024; 

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024; 

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi; 

21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; 

22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 
tentang RPJP Kabupaten Sumbawa 2005-2025; 

23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 
2011-2031; 

24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 

25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa 
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup 
Pemerintah Kabupaten Sumbawa; 

26) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-
2026; dan 

27) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 21 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2020 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta 
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Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Sumbawa. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini memiliki maksud dan tujuan 

sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan 

PD yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalarn 

rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan tugas 

dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat 

indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi PD untuk penyusunan Renja PD. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dokumen perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sumbawa disusun sama dengan sistematika dokumen Renstra 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa sebelumnya, 

yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
1.2 Landasan Hukum 
1.3 Maksud dan Tujuan 
1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD 
2.1 Togas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD 

Kabupaten Sumbawa 
2.2 Sumber Daya 
2.3 Kinerja Pelayanan 
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD 
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Togas & Fungsi 

Pelayanan PD 
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati 
3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi 

terkait 
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1 Togas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan 

Bupati Sumbawa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, dengan 

struktur sebagai berikut: 

ntl)A)'lf, 

Vf".l.AY.l.-~.\."I P!:MJ-.\J-T,\R,\.'>' 

P!...'IIYl'OUK 

t,;f,'..u.)MPO.: ,IJ\l'-ATA)II 
tUr-;(l!>IOMJ. 

LAMPIRA~ 
PERAl1.IRAN BUPATI SUMB/1.WA 
NOMOR '.?1 T;\HUN 20.22 
TENTANG 
PE:RUBAlL~'"i ATAS P£RATURAN UUPATI SUMBAWA NOMOI< 
r,f 1'AHUN 2.0lO TEN'Ti\NG KEOCDUKi\N. SUSU.NA."i 
Ofl(JANlSA5'. TUOAS UAN F'UXGS! SER'TA TATA KER,JA 
DISAS KEPENDUOllK.I\.N DA,"- PENCATATAN SU"tl.. 
KAftUPATEN S-UMSAWA 

BAGAN SUSUNA..."' ORGANISASJ 
OH~AS KEPE...,.DUDUK:\N DAN l'E.."iCATATAN S1PIL KABUPATEN SUM.BAWA 

tlU'fL 

K&l.OMPnl!i.,IMM.TAN 
f\J}>O!>IU,"i.U 

~lJ<ltl.WlA.'f 
PER!::l'ICA.'"<'M'll 

"""'"· N'..l<nl\U_>J.,.\A.~ OOUltUl\.'ll: 
1,m,m,~ C:'.J't..'fDl,"tliJK/1" 

1(£1.0Ml"'">K J,\n ... rAN 
foUNO$;QN,\L 

.st!Bl:M.<'liAN 
t!I.IO!t.10,'r,I 

K!:i'EC.\WAI.Al< 

i!TDA"-0 
ft;;~'il'li.AT.-.U IJATA lM .. '1 

?NO\',\$,! PF.l..AVi\N--\.'i' 

""'ii'· ' < -
MAHMUn ADDJJUAU 

Uraian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa 

Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa 

Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sumbawa sebagaimana tersebut di atas, namun yang disajikan 

hanya tugas dan fungsi dari struktur sesuai ketentuan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut: 
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1. Kepala Dinas 

Bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib 

yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kependudukan dan 

pencacatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, 

dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kependudukan dan pencatatan 

sipil; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

2. Sekretaris Dinas 

Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan 

perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum 

dan kepegawaian, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. penyelengga.raan penyusunan perencanaan dan pelaporan; 

b. penyelenggaraaan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi 

keuangan dan administrasi kepegawaian; 

c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan 

hubungan masyarakat; 

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; 

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan 

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Kepala Bidang 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, 

dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang identitas 

penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk; 

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang identitas 

penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk; 



c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang identitas penduduk, pindah 

datang penduduk dan pendataan penduduk; 

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang identitas 

penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan 

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Kepala Bidang 

Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil, dengan 

fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelahiran, 

perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan 

serta kematian; 

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelahiran, 

perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan 

serta kematian; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelahiran, perkawinan, 

perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan serta 

kematian; 

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelahiran, 

perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan 

serta kematian; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan 

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Kepala Bidang 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan, dengan rincian fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sistem 

informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, 

tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi serta 

komunikasi; 

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang sistem informasi 

administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, tata 

kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi serta komunikasi; 
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c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sistem informasi administrasi 

kependudukan, pengolahan dan penyajian data, tata kelola dan sumber 

daya manusia teknologi informasi serta komunikasi; 

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sistem 

informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data, 

tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi serta 

komunikasi; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan 

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Kepala Bidang 

Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan inovasi 

pelayanan, dan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kerja 

sama,pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi 

pelayanan; 

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang kerja sama, 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi 

pelayanan; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kerja sama, pemanfaatan data 

dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan; 

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kerja sama, 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi 

pelayanan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengantugas 

dan fungsinya. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 

Kelompok Jabatan Fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok 

Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1 Sumber Daya Aparatur 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa didukung oleh sejumlah ASN. 
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Data pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan 

tingkat pendidikan disajikan pada tabel berikut ini: 

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

No 

1 
2 
3 
4 
5 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tabel 2.1 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Keadaan September 2023 

Jenjang Pendidikan 
Status Kepegawaian 

PNS PPPK/ Kontrak 
SD 
SMP 
SMA 
Dioloma 
Sl 
S2 
Jumlah 

Golongan 

Golongan I 
Go!one:an II 
Golongan !II 
Golongan N 
Grade IX 
Jumlah 

0 0 
1 0 

10 0 
1 0 

30 2 
2 0 
44 6 

Tabel 2.2 
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan 

Keadaan September 2023 

Status K" ,egawaian 
PNS PPPK 

0 0 
7 0 
34 0 
3 0 
0 2 
44 2 

Tabel 2.3 

Jumlah 

0 
1 

10 
1 

32 
2 

46 

Jumlah 

0 
7 

34 
3 
2 

46 

Jumlah ASN Berdasarkan Jenis / Jabatan 
Keadaan September 2023 

Tingkat Esselon Jumlah % 

II b 1 2 

ma 1 2 

III b 3 8 

Na 2 4 

JF ADB Kependudukan Ahli Muda 7 15 

JF Analis Keuangan Pusat Daerah 1 2 

Pelaksana 31 67 

Jum!ah 46 100 

2.2.2 Asset/Modal 

Kondisi asset/modal berupa sarana dan prasarana berdasarkan data 

dari SIMDA BMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sumbawa disajikan pada tabel berikut: 
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Nilai BMD Periode I 

N 
Al<unNeraca Soldo Awai 

Mutasi 
Soldo Al<hir 

0. Tambah Kurang 

(Rp.) (Rp.J (Rp,J (Rp.) 
I L " 4 :, 0 

A ASET LANCAR 

1 Barang Persediaan 

2 Ekstrakompatable - - -
Jumlah . . 

B. ASET TETAP 

I Tanah 410,620.000 - - 410,620.000 

2 Peralatan don Mesin 3,214,064,727 - 55.100,000 3, 158,964,727 

3 Gedung don Bangunan 1,860,614.653 - - 1,860,614,653 

4 Jalan, lrigasi don Jaringan 55,223.000 - - 55,223.000 

5 Asel Telap Lainnya - - - . 

6 IConslruksi Dalam Pengerjaan - - - . 

Jumlah 5,540,522,380 . 55,100,000 5,485,422,380 
C. ASET LAINNY A 

I Asel lain-lain (Rusak Berat) 628.208.554 55,100,000 - 683,308.554 

2 Ektrakompalabel 17,607,101 -
Jumlah 645,815,655 55,100,000 . 700,915,655 

D. PENYUSUTAN 

1 Tanah 410,620.000 - - 410,620,000 

2 Peralalan don Mesin 3.158.964,727 - 3.158,964.727 

3 Gedung don Bangunan 1,860,614,653 - 1,860,614,653 

4 Jalan, lrigasi don Jaringan 55,223.000 - 55,223.000 

5 Asel Telap Lainnya - - - -
Jurnlah 5,485,422.380 . . 5,485,422,380 

Jumlah 

Jumlah (A+ B + D) 11,671,760,415 55,100,000 55,100,000 11,671,760,415 
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2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

No. 

1 

2 

3 

4 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu memberikan 

pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sampai saat ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

terus mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang didukung oleh sumber daya aparatur, sarana dan 

prasarana serta biaya operasional yang dimiliki. Gambaran pencapaian kinerja pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan 

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel di bawah ini: 

T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa 

lndikator Kinerja sesuai Target Target 
Target 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun 
lndikator ke-Tusi PD NSPK IKK 
Lainnya 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Cakupan kepemilikan " 153.018 142.562 142.881 149.177 157.824 130.795 120.295 128.593 137.188 147.076 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 
Kartu Keluarga (KK) 

Cakupan kepemilikan " 403.540 371.035 372.297 374.513 382.778 313.036 299.288 333.782 338.546 357.600 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 
KTP-el 

Cakupan kepemilikan " 509.234 511.429 156.322 175.793 175.793 380.680 359.151 136.793 130.983 130.983 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 
akta kelahiran 

Persentase lembaga " 0 7 7 15 17 0 0 7 15 17 - - 1 1 1 
pengguna yang 
memanfaatkan data 
kepedudukan 
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T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa 

,. , •· ..... /•·/(i//;))'·,···., .. ;< ;\.·,, ],•· .. <<•<>21>17).'.t•J•'.'li/.::••• .. ••·••101°•••.: f:•;,:•":'••.\·•••·••C.2oi9•·:·~:(( ;,:.,),.:'•i·''•r•11/\ ... ;,;.>"•'·. 
~-};" '.:A• Tareet Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A Belanja Tidak 2.775.454.078 2.699.782.9 97.27 2,526,769,1 2,459,264 97.33 3,496,23 3,441,751, 99.44 4.153.983. 4.109.8 98,93 4.224.981.4 4.215.335. 99.77 
LangsunR 05 23 ,916 1,841 602 913 47.208 18 430 

1 Belanja 2.775.454.078 2.699.782.9 97.27 2,526,769, 2,459,264 97.33 3,496,23 3,441,751, 99.44 4.153.983. 4.109.8 98,93 4.224.981.4 4.215.335. 99.77 
Pegawai 05 123 ,916 1,841 602 913 47.208 18 430 

B Belanja 1.672.527.678 1.426.631.1 85,30 4,340,606,7 3,846,457 91.10 3,044,64 2,757,432, 91.57 3.574.756. 3.410.3 95,4 3.775.192.6 3.487.241. 92,37 
langsung 08 35 ,448 4,564 052 040 76.449 66 922 

1 Belanja 116,650.000 89.050.000 76.34 1,227,255, 1,081,100 88.09 456,425, 426.025,0 91.14 714.550.0 647.600 91 578.650.000 567.035.0 97.99 
Pegawai 000 ,000 000 00 00 .000 00 

2 Belanja Barang 1.061.241.362 884.328.69 83.33 2,944,761, 2,602,065 88.36 2,737,91 2,495,385, 91.57 2.505.602. 2.423.9 97 2.206.014.1 2.008.924. 91 
dan Jasa 8 835 ,548 6,166 202 278 85.973 66 014 

3 Belanja Modal 494.636.000 453.252.41 91.63 306,728,39 262,046,8 85.43 306,728, 262,046,8 85.43 354.603.7 338.790 96 990.528.500 911.282.9 91.99 
0 8 50 398 50 62 .476 08 

JUMLAH 6,867,375,858 6,305,722,3 91.82 6,540,876,4 6,199,183 94.78 6,540,87 6,199,183, 94.78 7.728.739. 7.520.2 97 8.000.174.0 7.702.577. 96.28 
64 05 ,654 6,405 654 953 23.657 84 352 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil tentunya 

tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal 

maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi harus dipandang sebagai suatu tantangan dalam rangka 

meningkatkan dan mengembangkan kinerja pelayanan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Tantangan 

yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kependudukan dan 

pencatatan sipil adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus 

bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global 

diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, 

seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan 

berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu 

berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa agar adanya sinergi dan 

keseuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang 

dilaksanakan, serta adanya respon positif yang cepat dari Pemerintah 

Daerah terhadap perubahan dinamika dari luar. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD 

Beberapa permasalahan yang teridentifikasikan diuraikan menurut 

penyelenggara urusan/bidang yang memiliki keterikatan dan pengaruh 

yang kuat terhadap urusan lain untuk memetakan berbagai permasalahan 

yang terkait dalam rangka menentukan isu-isu strategis Renstra. 

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan 

memperhatikan capaian indikator kinerja masing-masing. ldentifikasi ini 

dilakukan untuk mendapatkan garnbaran serta mengetahui faktor-faktor 

penentu keberhasilannya di masa mendatang. Faktor penentu keberhasilan 

adalah faktor krisis, hasil kinerja dan faktor-faktor lainnya yang memiliki 

daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan 

atau dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Adapun identifikasi 

permasalahan disajikan sebagai berikut: 

No 
(1) 

1 

T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan 
Sasaran Pembangunan Daerah 

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumbawa 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 
(2) (3) (4) 

Cakupan Masih rendahnya Jarak dari Desa ke 
kepemilikan kesadaran masyarakat Kabupaten bervariasi dan 
dokumen untuk melaporkan ada yang masuk dalam 
kependudukan peristiwa kategori daerah 
dan akta kependudukan dan terisolir / ternencil 
pencatatan sipil peristiwa penting yang Belum ada pusat pelayanan 
belum mencapai dialaminya ke Dinas terpadu di kecamatan 
100% Dukcapil Biaya tidak langsung 

(transportasi, akomodasi & 
konsumsi) yang muncul saat 
oenanrusan di kabuoaten 

Tidak seimbangnya Masa manfaat peralatan 
beban kerja dengan pelayanan dan penunjang 
jumlah SDM operator pelayanan sudah melebihi 5 
dan sarana prasarana tahun dan spesifkasinya 
yang tersedia di Dinas tidak update dengan aplikasi 
Dukcapil terbaru. 

Dukungan kebijakan dan 
anggaran serta untuk 
melaksanakan bimtek bagi 
operator sampai ke tingkat 
kecamatan belum memadai 
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3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 

Terpilih Periode Tahun 2021-2026 

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian mengenai kondisi 

yang ingindi capai dimasa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau 

diimpikan tersebut adalah kondisi yang melalui berbagai usaha 

pembangunan di akhir periode 2021-2026 dapat diukur capaiannya. 

Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi 

untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat terefleksi pada 

perubahan paradigm dan kondisi pembangunan yang diharapkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang 

dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Sumbawa serta 

mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakatdan dengan 

Ridho Allah SWT, maka visi Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah dan Wakil 

Bupati Dewi Noviani, S.Pd., M.Pd. dalam tahapan keempat Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa yang kemudian menjadi 

visi pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, adalah: 

"Sumbawa Gemilang Berkeadaban". 

Dalam rumusan visi Kabupaten Sumbawa 2021-2026 tersebut 

terdapat dua kalimat kunci (Key Word) sebagai pokok-pokok visi yang 

menjiwai seluruh rumusan visi tersebut, yaitu Sumbawa Gemilang dan 

Sumbawa Berkeadaban. Penjelasan masing-masing pokok visi dapat 

disajikan pada tabel berikut. 

Makna yang terkandung di dalam pernyataan Visi tersebut, adalah 

sebagai berikut. 

1. Sumbawa Gemilang mengandung makna kabupaten Sumbawa yang 

memiiki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat 

regional, nasional maupun internasional. 

2. Berkeadaban 

Pernyataan berkeadaban mengandung makna masyarakat Sumbawa 

memegang teguh agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan 

sehari-hari (Adat Barenti Ko Sara', Sara' Barenti Ko Kitabullah, Taket 

Ko Nene Kangila Boat Ienge) sehingga terbentuk kondisi kehidupan 

yang "Senap Semu" (Dimensi kesejahteraan spiritual). Situa~i 

kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual, masyarakat yang 

diliputi oleh suasana kedamaian dan ketentraman sebagai berkah 

ALLah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas ketaqwaan hamba-Nya 
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dalam menjalankan perintah agama, "Riam Remo" (dimensi 

kesejahteraan sosial yaitu gambaran suasana masyarakat yang 

penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeiuargaan 

dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga Negara), "Nyaman 

Nyawe" (kesejahteraan ekonomi merupakan gambaran kondisi 

masyarakat yang berkecukupan. Berkecukupan mengandung 

pengertian bahwa ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan sandang, 

pangan dan papan teiah tersedian dan terdistribusi secara cukup. 

Artinya masyarakat "Nyaman Nyawe" merupakan wujud masyarakat 

maju dan sejahtera sebagai impiikasi keberhasilan pembangunan. 

Misi Kabupaten Sumbawa sebagaimana teiah tertuang dalam RPJMD 

Tahun 2021-2026 adalah sebaga iberikut: 

1. Sumbawa Sehat dan Cerdas; 

2. Sumbawa Sejahtera dan Mandiri; 

3. Sumbawa Bersih dan Meiayani; 

4. Sumbawa Aman dan Berbudaya; 

5. Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan; 

Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD, 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa 

melaksanakan satu program generik/rutin dan empat program teknis. 

Memperhatikan tugas dan fungsi di atas, maka terdapat hubungan dan 

kesesuaian yang tegas antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 

terpilih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang selanjtnya dinyatakan dalam 

penentuan tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada dokumen 

perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sumbawa. Hubungan antara program, kegiatan serta sub kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sumbawa dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih sebagaimana 

termaktub dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-

2026 dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan dan/atau 

penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Sumbawa, berikut ini disajikan faktor-faktor penghambat 

dan pendorong pelayanan dan/atau penyelenggaran tugas dan fungsi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang 

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah. Faktor-faktor yang disebutkan dibawah ini nantinya 

kemudian akan bahan perumusan isu strategis pelayanan dan/atau 

penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Sumbawa. 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi 

Tujuan daripada telaahan Renstra Kementerian dan Renstra 

Pemerintah Kabupaten, ialah untuk mengukur sejauh mana keserasian, 

keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan 

Renstra DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB, terhadap sasaran Renstra 

Kementerian dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sumbawa. 

Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Strategis 2020-2024, 

telah menetapkan isu dan sasaran strategis yang terkait dengan 

kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sumbawa, yakni: 

"Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek 

kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua 

keperluan, tolok ukur ketercapaian meliputi: Persentase cakupan layanan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan Jumlah lembaga 
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pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data 

kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif)" 

Jika Renstra Kementerian tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sumbawa, maka dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan 

masyarakat, pemerintah desa dan urusan administrasi kependudukan, 

maka akan ditemukan permasalahan yang linear yang menjadi faktor 

penghambat, antara visi-misi Kementerian ataupun Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten secara umum, dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sumbawa. Secara umum, keterkaitan faktor penghambat dan 

faktor pendorong, antara Renstra Kementerian dan Renstra Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, sebagai 

berikut: 

a. Kesadaran masyarakat atas pentingnya administrasi kependudukan 

yang masih rendah, dan kondisi geografis desa yang terpencil dan 

terluar yang menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan 

administrasi kependudukan, menjadi hambatan dalam mewujudkan 

pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas. 

b. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini Pemerintah 

telah membangun database kependudukan, yang akurat dan 

terpercaya. Selain itu, berbagai terobosan dan inovasi, semakin 

memudahkan masyarakat mengakses pelayanan adminduk secara 

mandiri. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong untuk mewujudkan 

terjaminnya hak-hak keperdataan masyarakat dalam aspek 

administrasi kependudukan. 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa sudah ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 - 2031. Rencana 

tata ruang merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua 

kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh 

pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau badan usaha. 

Penataan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk 

mewujudkan ruang wilayah agribisnis, pariwisata dan pertambangan yang 

memenuhi kebutuhan pembangunan berdasarkan keunggulan komparatif, 

berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, efisien dalam alokasi 
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investasi, produktif, aman, nyaman, dan bersinergi untuk tercapainya 

kesejahteraan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

bukan bersifat fisik dan kewilayahan, sedangkan kajian mengenai 

lingkungan strategis belum pernah dilakukan. Meskipun demikian tidak 

mempengaruhi kinerja pelayanan Perangkat Daerah. 

Berdasarkan keadaan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil saat ini yaitu berada di jalan Garuda merupakan jalan utama (Primary 

Access Road) di Kabupaten Sumbawa dengan lahan parkir yang cukup 

memadai namun dari sisi bangunan kantor masih belum memenuhi 

standar pelayanan yang baik, maka dari itu dibutuhkan upaya untuk 

melakukan renovasi terhadap gedung/bangunan kantor demi kenyamanan 

masyarakat yang dilayani dan aparatur yang melayani. 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

Isu strategis adalah kondisi aktual yang harus diperhatikan atau 

diprioritaskan dalam suatu perencanaan karena bersifat penting, 

mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan 

pembangunan di masa mendatang. Agar Rencana Strategis ini lebih fokus, 

maka dilakukan pembatasan isu strategis untuk 5 tahun ke depan yang 

dijadikan bahasan sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya ke Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. 

2. Belum proporsionalnya antara beban kerja dengan sumberdaya pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, 

khususnya tenaga operator dan sarana prasarana penunjang 

pelayanan. 

Berdasarkan isu strategis di atas yang lebih memberikan dampak 

yang besar terhadap peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil sebagai unit pelayanan perangkat daerah, yaitu: Tidak 

seimbangnya beban kerja dengan jumlah SOM operator dan sarana 

prasarana yang tersedia di Dinas Dukcapil dalam melaksanakan pelayanan 

adminisitrasi kependudukan kepada maysarakat. Dari permasalahan 

tersebut, maka dapat ditentukan strategi yang perlu dilakukan dari aspek 

administrasi kependudukan: 

1. Mendekatkan pelayanan adminduk ke kecamatan dan desa/kelurahan; 

2. Meningkatkan kualitas SOM pelayanan adminduk di kabupaten, 

kecamatan dan desa/kelurahan; dan 

3. Memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. 
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Selanjutnya dari strategi yang telah ditetapkan di atas maka dapat 

ditentukan arah kebijakan dari masing-masing strategi: 

1. Integrasi pelayanan adminduk dengan paten kecamatan merupakan 

arah kebijakan dari strategi nomor 1. 

2. Bimtek pelayanan adminduk bagi operator SIAK merupakan arah 

kebijakan dari strategi nomor 2. 

3. Pelayanan sehari jadi merupakan arah kebijakan dari strategi nomor 

3. 

4. Peremajaan peralatan pelayanan dan penunjang pelayanan 

merupakan arah kebijakan dari strategi nomor 3. 

5. Inovasi pelayanan berbasis elektronik/digital merupakan arah 

kebijakan dari strategi nomor 3. 

6. Pelayanan jemput bola (Dukcapil Jango Desa) merupakan arah 

kebijakan dari strategi nomor 3. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi 

dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis 

sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan . 

yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa menentukan 

tujuannya dalam rangka melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Kepala 

Daerah dan Wakil Kapala Daerah. 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam rangka waktu tertentu. Sasaran 

adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga 

merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. 

Sejalan dengan hal tersebut, sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang telah dirumuskan dalam 

RPJMD pada sasaran strategis daerah untuk mencapai sasaran yang menjadi 

Visi Misi kepala daerah Kabupaten yang diharapkan selaras dengan visi misi 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Sebagai hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, maka sasaran 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan atau dalam masa 

pemerintahan kepala daerah terpilih. Perumusan sasaran dilakukan dengan 

memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok 

sasaran yang dilayani. Maka selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Sumbawa menetapkan sasaran dan indikator sasaran. Maka 

berdasarkan hal di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sumbawa selanjutnya menetapkan tujuan dan Sasaran beserta indikator dan 

targetnya, disajikan pada tabel T-C.25. 
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Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa 

lndikator Kinerja 
Target Kinerja pada TahUD: 

Tujuan Sasaran 2021 2022 2023 2024 

Mflningkatkan pemenuhan hak admtnistratif Cakupan kep.,miJlkan 100% 100% lOOoA. 100"/o 
penduduk melalui pflningkat:an kualltas dokumen kependudukan 
penyelenggaraan Rerormasi Birokrasi dan akta pencatatan sipil 

Meningkatnya Kepemilikan Capaian Kinerja Pelayanan 100% 100% 100% 100% 
Dokumen Kependudukan Administrasi Kependudukan 
dan akta pencatatan sipil dan Pencatatan Sipil 

l'filai Reformasi Birokrasi 51,32 51,91 52,50 55,00 

Meningkatnya Kategori Nilai AKIP Dinas BB BB B B 
Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan 
Dukcapil Pencatatan Sipil 
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2025 
lOOoA. 

100% 

57,50 

BB 



BABV 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Berdasarkan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, selanjutnya dirumuskan strategi 

dan arah kebijakan dalam rangka pencapian tujuan dan penentuan sasaran. 

Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Sumbawa, disajikan pada tabel berikut: 

Visi : Sumbawa GemH•ft.,. ..,.ft.,. Berkeadaban 

Misi III : Sumbawa Beraih dan Mela..,.fll 

Tuh1an Sasaran Strate<ri Arah Kebliakan 
Meningkatkan 1 Peningkatan 1 Optimalisasi 1 Melaksanakan proses dan / 
pemenuhan hak Kategori Nilai Penyelenggaraan atau menyelsaikan dokumen 
administratif SAKIP Dinas Penunjang Urusan perencanaan, penganggaran, 
penduduk Kependudukan Pemerintah Daerah dan evaluasi kinerja Dinas 
dengan dan Pencatatan Kewenangan Dinas Kependudukan dan 
peningkatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
kualitas Pencatatan Sipil 
penyelenggaraan 
Reformasi 
Birokrasi 

2 Melaksanakan proses 
dan/atau menyelesaikan 
dokumen Administrasi 
Keuangan pada Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sioil 

3 Melaksanakan proses 
dan/ atau menyelesaikan 
dokumen Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sioil 

4 Melaksanakan proses 
dan/ atau menyelesaikan 
dokumen Administrasi 
Kepegawaian pada Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sinil 

5 Melaksanakan proses 
dan/ atau menyelesaikan 
dokumen Administrasi 
Umum pada Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sioil 

6 Melaksanakan proses 
dan/atau menyelesaikan 
dokumen Pengadaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 
pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sinil 

7 Melaksanakan proses 
dan/atau menyelesaikan 
dokumen Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah pada 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sinil 

27 



8 Melaksanakan proses 
dan/atau menyelesaikan 
dokumen Pemeliharaan BMD 
pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

MisiIV : Sumbawa Am.an clan Berbudava 

Tu.iuan Sasaran Straterri Arah Kebilakan 
Meningkatkan Peningkatan 1 Mendekatkan 1 Integrasi pelayanan 
pemenuhan hak Kepemilikan pelayanan adminduk dengan paten 
administratif Dokumen admindukke kecamatan 
penduduk Kependudukan kecamatan dan 
dengan dan akta desa/kelurahan 
peningkatan pencatatan sipil 
kualitas 
penyelenggaraan 
Reformasi 
Birokrasi 

2 Meningkatkan 2 Bimtek pelayanan adminduk 
kualitas SDM bagi operator SIAK 
pelayanan 
admindukdi 
kabupaten, 
kecamatan dan 
desa/kelurahan 

3 Memberikan 3 Pelayanan sehari jadi 
pelayanan yang 
membahagiakan 
masyarakat 

4 Peremajaan peralatan 
pelayanan dan penunjang 
oelavanan 

5 Inovasi pelayanan berbasis 
elektronik/ di<rital 

6 Pelayanan jemput bola 
/Dukcanil Januo Desal 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa 

menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

dalam periode Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut: 

29 



T-C.27 Perubahan Rencana Program, Keglatan/Sub Keglatan dan Pendanaan 
Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten Sumbawa Perlode Tahun 2021-2026 

" Kiner,,., am diln Ker,.,.U PenclaMan ICondlll IClnerja ,-d• ■khlr perfodl 
Tahun.1 {21121) T1hun-Z (Zlll:2) Tolhun-3 jZDlJl i-.huri-41..024 Tlllun-5 (2025) Ranatn pc, 1202111 

"'~' s.s1r1n Propa111, Ketlllln • 
s.s.r■nKlnarJ■ 

,.111111111"1 Kodl T/S/P/'i./SK 
PD PO 

.... _ 
lnclllalor KlnerJa l'folram, KaaJatan • ..... -SUI! Kqlatan ... ,..., .. Raall.aal .. - .. - .. u.,.. .. - Rp 

1 M1nl111ulbn pemtnuhan hllk Nila! Wormal NIie\ 51.JZ 51,11 SU " .,. .,. ... , .. 
admlnhtr.tif penduduk m■lalul ... ,. .. 
penlnpabln kualltal pa~l•nq.--
Raformlfl Blrokrasl 

1,1 M■nln,utnya Akunbbllltu Katqorl NUii AklP -· .. 7,875,341,500 " s,210,915,540 a s,40&,a10,1H a t,679,493,ZOl " 10,10,467,861 .. 10,671,&U,254 .... 
l(lnerJ■ DIIIM Dukupll Dlnas Kepelldudubn 

dan Pencatatan Slpll 

"""" PENUNJANG Nllal AKIP DIMII Men11111uln¥1 NIIII Nll■I ,.,,. 7,875,341,500 73.77 S,Z70,918!i,.540 .... 5,408,870,799 87,10 9,6711,493,201 ,.., 10,163,417,861 , ... 10,67l,64i,254 '""'' URUSAN Kependudukan daln ""'"' PEMERINTAHAN Pencatmn Slpll 

OAERAH 
KAIUPATEN/ , ____ 

x.xx.01.2.01 - Jumlah Dokumen TarMdlanya Dokumen • 315,856,1,4£1 • H,571,193 • .......... • 42,704,803 • 44,840,043 • 47,0U,G45 
"-"l■nuar-,, din ..,_, 

""""""' Ev11h1111 Klnerja Penpnaaran, clan ,.,_ 
Pllr.npal DN,.e, EYalUIIII Klnerj■ Penp...-an.dan 

Pflr■nakat DHrah Ellalunl Kl.,.rJ■ 

Peran,QI: DHrah 

x.xx.O1.2.01.0001 Penyu:,unan Jumlah Dokumen Tenusunnya Dokumen ' 2,574,867 ' 5,092,090 ' 3,650,580 ' 18,138,ZOO ' 19,045,110 ' 19,997,366 
Dokumen Perencanaan Perangk.lt Dokumen 
Perencanaan Daerah Perencan1111n 

x,xx.O1.2.01.0002 Koordlnasl dan Jurnl;,,h Dokumen RKA• Ter,edlanya Dokumen Dokumen 1 60,835,230 1 5,593,700 1 18,542,000 1 5,593,700 1 5,873,385 ' 6,167.054 
Penyusunan SKPD dan l.apetan Has II RKA-SICPD dan 
Ookumen RKA·SKPD Koordlnasl Penyusunan laporan Kas!I 

Ookumen RKA·SKPO Koordlnasl 
Penyusunan Ookumen 
RKA·SKPD 

X.XX.O1,2.01.0003 Kootdlnasl dan Jumlah Dokumen Tersedianya Dokumen Dolwmen 1 3,648,980 1 4,335,750 1 3,411,400 1 4,415,750 1 4,636,538 ' 4,86B,364 
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA•SKPD 
Dokuml!l'l Perubahan dan laporan Hasll dan laporan Ha11II 
RICA-SKPD Koon::llnasl Penyusunan Kootdlnasl 

Dolu.imen Perubllhan Penyusunan Dokumen , ....... ,. 
X.XX.O1.2.O1.0004 koordlnasl dan Jumlah Dolwmen DPA· Tersedlanya Dokumen Dokumen 1 3,928,480 1 2,215,500 1 3,797,000 1 2,215,500 1 2,326,275 ' 2,442,589 

Penyusurnan OPA• SKI'D dan laporan Hasll DPA-SKPll dan 
Sl<PD kootdlnasl Penyusunan laporan Ha,11 

Dokumen DPA-SKPD koordlrMSI 
Pl!nyusunan Dokumen 

x.xx.O1.2.01.ooos Kootdlnasl den Jumlah Dokumen Tersedlanva Ookumen Dokumen 1 3,928,480 1 2,988,no 1 3,379,900 1 2,91&,no 1 3,138,209 ' 3,295,119 
Penyusunan Perubal\an DPA•SKPO Perubahan DPA-SKPD 
Perubahan DPA• SKPO danlapa,ranHasll dan l.lporan Has II 

Koordlnnl l'enyu11unan Koordlnas! 
Dolwmen Perubahan Penyusunan Dokumen 
DPA•SKPD Perubahan DPA·SKPD 
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"' ·-· 11111cllln1Cer1n1U,..._ Konclsl Khwr)1 padukhlr 1N1rlod9 
Tahun-1 (20211 Tlhun-2(20Z:z ,_. Talwll-4 l20J4 ,...,_, I 1ten1tr1 PD lffiH.1 ----· --,i, -KocleT/S/P/K/Sk tndlkalar 111 .. ri, Prolrlffl,bslmnA ..... .. "' 

.. _ 
Sub !Cellatln Rnllsal .. .... , ... Rp - .. ...... .. ... ... Rp .. .... ,, ,_, 

X.XX.01.2.03.0001 Penyusunan Jll!Tlllh Rentllna TttSedlanya Rencana --- lebutuh1n &arang MIUk Kebutullan Barana 

Kebutuhan Bara111 Dae111hSltPD Mltlk o,erah S){PO 
Ml!lkDae,-hSICPD 

X.XX.01.2.03.0002 Penpmarnm 8arang Jumt.h Dokumen Tertaksananya Ookumen 
MUlk Dilerah SICPD Penpmanan Barang Penptttanan Baranc 

Mlllk oa-h SKPD MUlk Daerah SkPD 
){,l()(.01.2.03.0003 Koordlnasl dan Jumlah Laporan Kasll Tersedlanya l.llporan ,..,.., 

Penllalan 8arang Mllllt 1'11nllalan Barang Mlllk Has~ Pilnllalan Barang 
Dffrah SICPD Daerah dan Hasll Ml!lk Dlt!rah dan Has II 

kootdlNtSI Pentlalan Koon:Unasl Penllalan 
Barans Mlllk Daerah Barang Ml!lk Daerah , .... 

JC.XX.01.2.03.00()4 Pemblnaan, Jumlah Lapor11n Has!I Ttrtaksananya .. ,.,., 
Pengawasan, dan Pembln .. n, Pemblnun, 
PengendaHan Barang Penaaw1san, dan Pengawasan, dan 
Mlllk Daerah ~ Pengendallan Barang Pengendalian Harang 

""" Mlllk Damih pada 5KPO MlHkDaerahpad8 , ..... 
X.XX.01.2.03.0005 Rekonslllast dan Jumlah Laporan Tert11<sananya Laporan 

Penvusu111n Lllporan Rekonsl!lasl dan Rekonslllasl dan 
Baranc Mlllk Daerah Penyusunan Ullporan Penyusunan Laporan ........ Bara1111 Mlllk Daer.lh Baranc Mlllk Daerah 

. .... Sl(PD 

""'' X.XX.01.2.03.0006 PenatausahHn Jumlah Lllporan Terlaksananya ~-llarang Mlllk Dae!'ah l'(inalausahaan llaran, Ptnatausahaan 
padaSKPD Mlllk Daerah pada SKPO Baranfl Mltlk Daerah ····-)(.l0(.01.2.03.0007 Pemanfaatan llarang Jumllh Dokumen Hasll Tertaksllnanya --Mlllk Daerah 511'.PO Pernallfaatafl Barq Ptmanfaatan llarang 

Mlllk Daerah SKPD Mlllk Daerah SKPD 
XJOl.01.1.04 Admlnlstrel .._ ...... ----X.XX.01.2.04.0001 Per'Mtenun Jumlah Dolwmen Tenedltnya Reneana "°""mm 

Pengelolaan Rct:rlbull Renc.ana Pengelolaan Penl(!IOIHn Rlrlrlbusl ,-, Retr1busl Daerah Oaer11h 
X.XX.0Ll.04.0002 An.allsadan Jumlah Dokumen Hasll Tersedlanya Hasll --Pensembanpn Anallsl:s serta Anallsls51!1'ta 

Retribusl Dffrah, Penp:mbangan Pengernbangan 
serta Penyusunan Retr1bu11 Daerah dan Retr!bus! Daerah ISl!ln 
Ket,jJaksn Retribusl K~jlkan Retrlbusl KeblJaksn Retr1b1.1.1I ,. -• 

)(.l0(.01.2.G4.0003 Penyuluhan dlln Jumlah Laporen Hull Terleksllnanya _,, 
Penyebarluasan Penyulul\ln dan Penyutuhan dan 
KebJJakan Retrlbusl Penyeb,arluasen Penyebar1uasan 
Daerah KeblJakan Retribusl Kebl/akan Retr1bull 

C1aerah Daerah 
)(.l0(.01.2.G4.0004 Pendataan dan JumllhDmOb;ek. Tersedlanya Data Ookumen 

Pendaftaran ObJek SUb/ek WI Wajlb ()bfel<.Sub;ekdan 
Retribusl Daenih Retrlbusl Daer-ah Wa)lb Retrlbusl 

1(,)()(.01.2.04.0005 Peneollhan Data Jumlah Laporan Hull Ter1aksananya ..... , 
Retlibusl Daerah Pengolaluln, Pengolahan, 

Pemellharaan, dan ~Illar.ran, dan 
Pelllpo111n0ata Peleporan Data 
Retrlb•,.1-· -~ Retr1buSI Daerah 

1(,)()(.01.2.04.0006 Penetapan Wajlb Jumlah Ooli:umen Tersedlanya Dokumen Dokumen 
Retr1busl Daerah l::etetapan Retribusl Ketetepan Retrlbusl 

Daerah Dunh 



klnarll am din Kar1-n hndlnun Kondl1l k1111rJ1 padl lkhlr parlclit. 
Tihun-1 (:ZOUI Tlhun-Z !ZOZZ) Tlhun-J{ZOU TahurM(10Z4 T1hun-S {ZO:Z5 lllln1tr1PD''"""III 

,...,_ lomM Pratr1111, Kqlat.n & 
s.sar1n ICl111rla 

Pe111n,a:una: 
KodltT/5/P/K/SK .. PD SublCqllt,,n 

INIIQtof Kl111rJ1 Proa;ram, Kqlnln & "'~" . ... .. _, 
Aeall-1 Rp ........ .. -~- Rp -~ .. - Rp -~ Rp 

X.XX.01.2,04.0007 Pelaporan Jumlah Llpo,ran Tersedlanya Laporan Dolwmen 
Pengelolaan Retribusl Penaelolun Retribusl Pengelolaan Retribusl 
Oaerah °'"'" oaerah 

X.XX,01.Z.D5 Admlnlltrnl Juml1h Dolwm1n ·- ....... , ' 172,997,9311 1 SZ4,SH ' 15,1Z8,000 ' .,,.,, ... ' 3,416,575 1 1,639,904 
bptpwelan Admlnldr1$1 .,_, 
..... ll'Cklt l>Hrlh -ffl AdmlnlJlnsl 

Plr11111111: Oaerah ......... M 

Plrqbl: Dlarah 

X.XX.01.2.05.0001 Penlngk.i,tan sarana JumlahUnlt Tersedlanya Unit """ 0 0 0 0 0 0 
dan Pmarana Dlslplln Penlngkatan sarallll dan Penlngklltan Sarana 
P,pMI Prasarana Ols!plln !Uln Pranrana Olslpfln 

1-•w•! "··aw:ol 
X.XX.01.2,05.0002 Pengadaan Pekalan Jumlah Peket Pakalan Tersedlanya Pakalan , ... 0 0 0 0 0 0 

Dlnas beserta Atribot Dlnas beserta Atribut Dlnas beserta Atrlbut 
Kel-kaMnn"" " " KeleN!kll"~n 

X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Jumlah Dokumen Tariaksananya Dokumen ' 394,592 ' S24,S92 ' 1S,128,000 1 3,301,500 ' 3,466,575 ' 3,639,904 
Pengolahan Pendataan dan PendaUan dan 
Admlnlstl'8$1 Pensctahan Pensolahan 
Kepegawalan Admlnlstrasl Admlnlstrasl ,, alan walan 

X.XX.01.2.0S.0004 Koordlnas!dan Jumlah Dokumen Hasll Ter1aksananya Dokumen 0 0 0 0 0 0 
Pelaksanaan Sistem t:oordlnasl dan Koordlnasl dan 
lnformasl Pelabanaaan Sistem Pelaksanaan Slrtem 
Kepegawalan tnformasl Kepegawa!an "'""""' Kepegawalan 

X.XX.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasl, Jumlah Dokumen Terialcsananya Dokumen 0 0 ' ' 0 0 
dan Penllalan Kl!'lerja Monltor!ng. Evaluasl, Monitoring. Evaluasl, ...... dan Penllalan Klnerja dan Perlllalan KJnerJa -----, ' I 

X.XX.01.2.0S.0006 Pemulangan Pepwal Jumlah Pegawal Terialc$ananya Orang 0 0 0 0 0 0 
va"i Penslun Penslun yana Pemulangan Pqawal 

DIDU!anotkan 1·--·........,lun 
X.XX.01.2.05.0007 Pemulanpn Pepwa! Jumlah Laporen Hasll Tertaksananya ~,,.,, 0 0 0 0 0 0 

yang Menlngsal Pemulangan Pegawal Pemul;ingan Pegawal 
dalam Melaksanakan yana Menlngal dalam vane Menlnggal da!am 
T ' Melaksanakan Tu-s Melaks-na'""nT 

X.XX.01.l.OS.0008 Pemlnclahan Tugas Jumlah ASN yang Ter1aksanany11 Orang 0 0 0 0 0 0 
ASN dlplndahtugaskan Pemlndahan Tusas 

ASN 
X.XX.01.2.0S.0009 Pendldlkan dan Jumlah Pesawal Terlaksananya Ora,g 0 0 0 0 0 0 

l'illatlhan Pegawal lle!'dasarium TuB,Qs Oiln Pandld!luin dan 
llerdasarkan Tugas Fungs! yang Menglkutl Pelallhan Pepwal 
danfu11151 Pendkllkan dan Berdasarbn Tugas 

Pelatlhan dan ftJ""SI 
X.XX.01.2.05.0010 5oslallsasl Peraturan Jumleh Orang yang Teriaksananya Orang " 75,516,750 0 0 0 0 0 

Perundans-Undangan Menglkutl Soslallsasl Sosiallsesl Peraturan 
Peraturan PenJndant- Perundans·Undanpn 
Undan•"n 

X.XX.01.2.05.0011 Blmblngan Teknls Jumlah Orang vans Ttriaksananya o, .. , 76 197,086,594 0 0 ' 0 0 
lmplementasl Menglkutl Blmblngan lllmblnsan Teknls 
Peraturan Pen.mdans• Teknl!i lmplemelltas/ lmplementasl 
Undansan Peraturan Pen,mdans• Peraturan Perundan,• 

Undan-·- Undana;0n 
XJOC.01.Z.116 Admlnlltrnl Umum Jumllh Dokumln T■l'Hdlln\lll Dolwm■n 4 1,244,594,775 • 96,651,517 • 440,Z67,UO • 248,165,450 • 260,671,713 • 27J,7U,65t 

hr1111klt DNrlh Admlnlstrasl Umum Dokum1n 
Plorarwktt DMrah AdmlnllffllS1 Umum 

hrqkat oa,rah 
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,. ~ ,_dll'IK41r .. .. .._ Kandlsl Klr.r)I pada uhlr parioN 
Tatwn-1 (2021 Tatwn-i 1:lOZZI Tllwn,S i.tDZIJ Tlhial-4 j2014J T1h~5 l ltanltr■ ftD IZIIJI\ ,.._ ...... Prolram, Kql.tarl& 

s..ran KIMr)a .. .._.. 
Koo. T/S/P/K/SK .. .. ..,_ 

lndlk&to, Klna,JII --· ..... ,_ ..._ ....... , .. ......., .. - .. - .. - .. - .. 
)(.)()(,01.2.07 ,0004 Penpdaan Alat Jumllh Unit Alat Tersedlanya At.t Unit 0 0 0 0 0 0 

AnputlnDaraink Anputan Darat T.t Anglrutan 0..-.t T;ik - -- -Olsedlakan 
X,J0(.01.2.07 .0005 Penpdaan Mebel Jumllh Paket Mebel Tersedlanya Mebel Unit 0 0 0 0 0 0 

Olsed!akan 
X.XX.01.2.07.0006 PenpdaanPeralatan Jum!ah Unit Peralatan Tenedlllnya Peralatan Unit • 146,000,000 0 0 0 0 0 

dan Mesln Lalnnya dan Mestn t.alnnya png dan MeSln lalnnya 
D+secll1kan 

X.XK.01.2.07,0007 Ptmpdaan Asel Jumlah Unit AsetTelap Tenedlanya Atet ""' 0 0 0 0 0 0 
Tetan l.alnnva Lalnn""' """a Tetanl.altlll"I 

X.XX.01.2.07 .0008 PenpdaanA,etTak Jumlah Untc Ali('l:T1k TersedUlnya Aset Tak ""' 0 0 0 0 0 0 
BelwuJud BerwuJud yang ....... 

Olsed!alcan 
l(,l()(.01.2.07 ,0009 Penpdaan Gedung Jumlah Unit Gedun1 Tersedlll'IVII Gedung Unit 0 0 0 0 0 0 

Kantor atau kantorai.u llangunan Kantor atau Bansunan 
aa--·nan lain-- Lain--·--- t.alnn"" 

X.XX,Ol.2.07 .0010 Penpdaal'ISanana Jum!ah Unit Sarana dan Tersedlilnya Sanana ""' 27 264,844,800 0 0 5 17,500,000.00 5 18,375,000 5 19,293,750 

danl'n$;irana P,-urana Geduna dan Prasarana Gedung 
Geduns Kantor atau Kantor atau Banaunan Kantor atau 8an1unan 
B,1u111unan t.alnnva ILalnn·- ·--- Lain""• 

XJOt0l.2.07.00U Penpdaan Sarana Jumlah Unit Sarana dan Tenedianya Saran.a Uni! 0 0 0 0 0 0 ""-- Prasar.ma Pendulcung clan Prasarane 
Pend\ltuna G«luna G«lunglCantorat,au Pendukuf!I Gedurig 
ICanloratau Ba1111unan t.aJnnya vane Kantor atau Banaunan 
Ban~•na- 1 •lnnva Dls..,.i"kan l.alnnva 

x.xx.ou.oa 
.. __ 

Jumlah Dotwman TetMdlanyadctlu.rm1111 ,._, 
' 951,US,HO ' ••1,1oz,110 • 181,(154,52' • 114,7ll,710 • tn,170,JK • 1111,511,915 -u- .. ,,...., ... .. __ 

-·- ,....,, .. u......, ParKqqU,-,...., Pamarlntahan ONrlh ,.merlntlhan DNfah 
. 

x.xx.01.2.oa.0001 Penyedlm! Jasa Surat Jumlah l.aporan Teflalclananya ~-- 1 1,936,960 1 2,(134,686 1 1,722,300 1 2,607,000 1 2,737,350 1 2,87,,218 

"'""'"' Penyedlaan Jasa Surat Penyediaan Jasa S1.m1t 
Me-··nn Menuurat 

X.XX.01.2.08.0002 PenyedUlan l8$i Jumlah l.aporan TffledlitlVI Jasa t.aporan 1 88.395,204 1 95,125,000 1 97,144,900 1 123,600,000 1 129,780,000 1 136,269,000 

Komunlkasl, Sumber Penyedlaen Jasa Komunlk,HI, Sumber 
Day;iAlrdanUstrlk lomunlkasl, Sumber Daya Alrdan Ustrlk 

Daya Air clan Urtrlk 
·--·--1-1.i 

X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jas.a Jumlah Laporan Tersed11ny1 Jan t.aporan 0 0 0 1 183,510.00 1 192,686 1 201,320 
Peralatand,,n Penyedlaan Jan Peralatandan 
Perlengbpan Kantor 

__ ..,, 
Perlengkapan Kantor 

l>efMrckapan Kantof 

•--- "lsedlalcan 
X.XX.01.2.08.0004 Penyedlaan Jasa Jumlah l.aporan Tersedlanya Jan Laporan 1 861,006,826 1 423,642,424 1 82,187,326 1 38,343,200 1 40,260,360 1 42,273,378 

Pelayanan Umum Penyedlaan Jasa Pelayanan Umum 

"""" Pelayanan Umum Kam~ .. Ditedll~"n 
X.XX.01.2,0SI PllmellharNn a.-. Jumlah Dolwmen Tenedlanya "°"""'' ' 15,411,600 ' 1ll,249,800 ' 111,705,800 ' 170,181,ZOD ' 

,.,.,..,.,., 187,IZ4,77J 
MUlkDNrah '-ma11hllrun 11r1rw Dolwrnen 
Penun,.,.ur-, MlllkDNrah Pu!ellhlrlllll llran, 
,. __ -·- M1DkDNrah - ,_metlmallan O.rlh -"'-,.IMrlnLlhln 0.rah 



,. 1Clner11 11mc11ntwr U,...._r.in Kondlll klNr,. pid8 lkh1r i,.rlodli 

Tlhun-1{ZOUI T■hun-.2 ZDU) Tlhun-S IZIID1 TahLIIM 120141 Tahun-5 bnltn PO IZOZII 

...,_ -M Pfatram, l(ealatan a. s.s,,an Klnarjll -Koda T/5/P/K/SK 
PD " SllblC■&l•n 

lndlkalor KIMrjl PrOlt■m, Kllllabn Ii ..... -sull"'&lataft RHHtatl .. ltHl1sn1 .. - .. - .. ..... .. ..... ., 
X.l()(.01.2.09.0001 Penyed!Nn Jasa Juml1h Kendaraan Tened)llnya Jasa "" 0 0 0 • 7,000,000.00 • 7,350,000 ' 7,717,500 

PemeOharaan, Biava ~roranpn Dlnas atau Pemellh■raan, B~v• 
PemeUhal'illln, dan Kendaraan Dlnas PemellharHn dan 
Pajak Kffldaraan Jabatan vane Dl~lhera Pljlk kffldaraan 
hroranpn Olnas dan d!bayarkan l'eroraJl&ln Dk185 ateu 
atau Kendaraan D/nas Pajaknya Kendarllln Dlnas ,, .•... 

X.XX.ol.2.09.0002 PenyedlailnJ~ Jumlah Kendaraan Tersedlanya Jaa "" ' 90,902,600 • 88,099,800 • 98,732,800 • 89,951,200 • 94,448,760 • 99,171,198 

Pemellharaan, Blay;, Dina Operaslonal ltilu Pemellhll'Nn, Blay.I 
Pemellhal'lllfl, Pajak Lapangan vans Pemelllmaan, Pajak 
dan Pef11ln1n Dlpelthara den dan Pet1zlnan 
Kendaraan DllllQ dlbayarbn Pajak dan Kendar111'11 01nas 
Operasional atau Pvrlllnannya OperaslOnal atau 

X.XX.01.2.09.0003 Penyedlaan Jasa Jumlah Alat Bes.aryang TtnedlllnyaJasa "" 0 0 0 0 0 0 

PemeUhatilln, Blaya Dlpellhlra clan Pemellhlraan, Slaya 
Pemellhar.an dan dlbayaftan Pefulnannya Pemellhlraan dan 
l'Mllnan Alat 8esar Peru:lnan Alat Besar 

X,Xl(,01,2.09.0004 PenyedlaanJHa Jumlah Alat Angkutan TerHdlanya Jasa ""' 0 0 0 0 0 0 

Pemellhlraan, Blaya Dara! Tak Bermotor Pemellhlraan, Blaya 
Pemellh.araan clan vane Dlpellhara dan Pemellharaen din 

"""""""" 01- fenzlnanAtat 
Arckutan Darat Tak Pertzlnannya Angkutan Dar.rt Tak ... 

X.XX.01.2.09.0005 Pemel!haraan Mebet Jumlah Mebel yana Tertaksananya Unit 0 0 0 0 0 0 
Dl ..... lhara Pemellharaan Mebel 

X.XX,0U.09.0006 Pemellhara1n Jumlah Peralatan dan Terlaksananya """ 10 4,596,000 " 35,150,000 10 17,973,000 " 43,230,000 10 45,391,500 10 47,661.075 

Peralalan dan Mes1n Mes In Lalnnya yang Pemeliharaan 
Lalnnya Olpel!hara Pera Iatan dan Mes In 

~'" lU0(.01.2.09.0007 Pemellharaan Aset JumlahAst!tTdlp Tertatsananya """ 0 0 0 0 0 0 
Tetap Lalnny11 Lalnnya Villll Dlptllhara Pemellhaiaan Aset 

Teta..,Lalnn"" 
X.XX.01.2.09.0008 Pemellharaan Asel JumlahAse!Tak Ter1aksananya """ 0 0 0 0 0 0 

Tak BenwJucl BerwuJucl vans Pernelltwaan Aset Tak 
DIM!lhara Berw\Jlud 

X.XX.01.2.09.0DO!I Pemellharaan/Rehabll Jumlah Geduns Kantor Terlaksananya """ 0 0 0 0 0 0 
ltaSI Geduns Kantor dan Bangunan Lalnnya Pemellharaan/Rehablll 
danBangu111n YIIII Dlpellhara/ tasl Gedunc lantor 
l.llnn....,, 01-~abilltasl dan ea-unan Lal 

lU0(.01.2.09.0010 Pemellharaan/Retlabll Jumlah !Sa111nadan Terlakslnanya """ 0 0 0 1 30,000,000 0 31,500,000 0 33,075.000 

lli151 Sarana dan Pra11rana Gedun1 Pemellt,araan/Rehablll 
Prasarana Gedurc Kantor atau kngunan tasl sarana dan 
ICantOl"atau Lalnnya vane Prasarana Gedunc 
llangunan Lalnnya Olpelihara/tllrehabllllasl Kantor atau Barer.man ~,---· 

X.XX.01.2.09.0011 Pemetlharaan/Reh&bil Jumlah Sarana dan Tertaksananya Unit 0 0 0 0 0 0 

It.Isl Sar.Ina clan Pl'3sarana Pendukung Pemellhlraan/Rehablll 
PraArana Pendulrurc Ge&Jns Kantor atau tasl Sarana clan 
Gedung Kantor atau Bansunan lalnnv- yang l'nlsarana Pendukurc 
Barcunan Lalnnya Dlpellhara/ Gedun1 Kantor atau 

"' illhsl ''"'" X.XX.01.2.09.0012 Pemellharaan/Rehabll lua$Tanahyans Terlaksananya "' 0 0 0 0 0 0 
ttasl Tanah ol!akubn Pemellhafaan/ 

l'emellharaan/ Rehabllltall Tanah 
Rehablfl!as! 

XJOL01.UO 
.. _ 

• 0 0 0 0 0 
,.,_H•IUJD 

x.xx.01.1.10.0001 hlayanan dan Jumlah BlUD vana Tened!a"ya BWD Unlll(e!fa 0 0 0 0 0 0 

Pl!nunjang Pelayanan Mtnyec!laklln Pelayanan yans Menyecllakln 
BlUO dan PenunJans Pelayanan da" .. 

""'"" " 



,_ ~- 8ffl dltl lCerlMli:a hndanan Kondllll ICl1111rJ11 ~ akhlr p,1rlodl ,...,., 1 T&tlun-2 (2012) TINIII-! (20211 Tahurt-4120141 T1hul,.5 (10151 -n.tnl PD IZOZII ,,,_ 
""'" ProsBm, Kealalan • 

s.uran Klnerj1 
l'elMIUUIII 

~T/SJP/X/SK 
PO PD SubKe&lmn 

lndlkator KIMrj■ P1"o&r1m, KaJl1tan a .... , 
Jaw1b 

Sub Kqlatln ........ " RNHllall " ...... •• - " w.,. Rp WP' " 
• Menl~ pllllle!lllhan 111k cakupenklpamTnkan • az.11 ..... ..... ... )00 100 ..,., 

ldmlnlltrdlf pandudllk rnelllul ....... , 
penl-- kualltas ,........,_ .............. 
Refonna,I llrokresl alctapincmtan&lpll 

2.1 M•nlnckltn»'• KePfflllnkan Clpal.i KlnerJa • .. ... 141,891,220 63.II 811,8.50,343 65.11 141,142,.120 " 5,759,514,711 " 8,(1,17,SH,MS ... l,JO,MJ,14! ..... 
Pokumen Ke,-ndudubn din Pel..,..,.,. Admlnlttrul 
,kta i-ncatmn 1lpll ICllpendudubn din 

,_ncatatan Slpll 

2.12.02 .......,....,. -- Manlnpatnya ICl1111rj11 • , ... 1-47,71M,17' 7LM ,,.,,.,.,,, ..... .. ,.,.... ..... 1,451,819,710 .,.., 1,SJ1,7fl0,706 .,., 1,IOl,Ml,741 -''""'"'" ....,_,.__, - ,..,_ - - ...... --2.lZ.OZ.Z.01 - J11111l1h penduduk.,.,. TerlabaM"¥"1 0, ... 3911,l!HI 147,704,27) 199,914 ns,111,221 435,856 46,452,500 457,MI 1,4S8,llt,7ZO ,,o,m 1,531,760,706 ...... 1,&0l,341,741 

........ M mtndlplltlcln llyarw, ptllyll'lln ....... pendafllran p,1ndud~ pendlftlran ,. 
2,12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Jumlah Dokumen Hasll Tersed1anya Dokumen 1 15,708,000 1 1,123,999 l 4,900,000 1 15,923,000 l 16,719,150 1 17,SSS,108 

NonPetmanendan Pendataan Penduduk Pel'!dataan Pel'llluduk 
Rtntan Admlnlttrul Non Perrnanen dan Non Pemianet1 dan 
Kependudukan Rentan AdmJnlWasl Rentan Admlnlstrasl .. dukan 'udukan 

2.12.oJ.2.01.0002 -. Jumlah Dolrumen Hasll Terlaksananya -- ' 105,764,744 ' 30,763,815 ' 41,552,500 ' 1,442,896,720 ' 1,515,041,556 ' 1,590,793,634 

Penatausahaan dan Pencatatan, """""''· l'fflerbltanDokumen Penatall:Sahaln dan Penatausah.Nn dan 
Atas Pendaftaran Penffllltan Dolnrmen Peneroltan Dokumen 
l'enduduk Aw Pel'!IWtaran Atas Pendafurran ,_ .. 

2.12.02.2.ol.0003 Penyelesalan Masalah Jumlah Penduduk yan1 Terlasaksananya Orang 0 0 0 0 0 
Pendaftaran Mentt.l)ltkan Penvel111Ulan Masalah 
Penduduk P1l1yanan Penyelesailln Pendaftaran Penduduk 

Ma!l.ll'-h Pendaftaran 
2.12.QJ.2.01.0004 Penlnglc,ttan Jumlah l.aporan Hasll Menlngkatnya """'' l 650,000 l 326,458,000 0 0 0 ..._, Penlngkatan felayanan ,..,.,., 

.......,ra, Pendaftilrw1 Penduduk Pendaflaran Pl!nduduk 
2.12.02.2.01.ooos - Jumlah Dokumen Tertaksananya .... ,_ l 25,581,529 l 367,051,413 0 0 0 

Penatausahun din Pencatauin, -· Pene!bltan Dokumen Pen.ataus1h1a,, dan Penatausahaan dan 
Atas Pelaporan Penerbltan Ookumen Penerbltln Dolwmen 
Pe!1sttwe Ata• Pelaporan Atas Pelaporan 
kependudukan Perlstlwti ........ 

' 2.12.02.2.01.0006 Pencatatan AW Jumillhl.aponm Ter1aksananya Laporan 0 0 0 0 0 
Plllaporan Penstlwa Pencatiltan Alas Pencatatan Atas 
Kependudukan Pelaponn Per1stlwa Peliiporan Perlttiwa 

' ... udukan udukan 
2.12.02.2.01.0007 l'enertlltanDolwmen Jumlah Llponm Terlaksananya """'' 0 0 0 0 0 

Atas Hasll Pelaporan 

_,_ 
Penerbltan Dokumen _,_ 

AIII Hasll Pelaporan Aus Hasll Pelaporan 
Kependudukan ...... -K-dudu•-- ·- dudu•·-

2.12.02.2.01.0008 Pengumpulan, Jumlah Dol<urmin Tar1aksananya Dokuman 0 0 0 0 • 
Anallsls, dan Pet!fiUmpulan, AnaHsls, Penguml)l,llan, 
Dlllmlmtsl Data dan DIHmlnasl ~ta Anal!sls, dan 
Tarkalt Pendaftaran Tarka!t Pendaftaran Dan Dlsemlnasl Data 
dan Perkembangan "11rkemblllfln Terbil Pendaftaran 

' 
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" ~- .,,. din Ker11111U Pllndlr1111n Konc:1111 Klner)l pada ■khlr par!Odl 
Tahun-1(ZOl1) Tlhun-Z IZOll) Tallun-l(Z011l --· T-• bllltrl PD 12026) 

"'I----· S-,111Klne,Ja -KDT/S/P/K/SK 
PO PO 

, ... _ lnd!Uliclr Kllllf'la --· ...... -... _ .... , .... .. ... .. , .. - .. - .. - .. - .. 
2.12.02.2.03.0008 Penyajtanon. Jumlah(ntt Tesedlanv• Datt -- 0 0 0 0 0 0 

Kependudukanyang kependudubn van& Kependudukan vana 
Alwrat dan Dapat Akum dtn Dapat Alrurat dan Dapat 
Dlpert.lng~ Dlpertanggungjawilbb DtpertanqllflClawabk ~T- n Terblt Pendaftaran an Terutt Penclaftaran 
Pendaftaran Pend111M r,ins Tersedlil Penduduk 
Penduduk 

:uz.ou.,04 Jtambln..,dan .. _ ---M -2.12.02.2.04.0001 Pen1elola1n dan Jum!ah Dokun,en Hasll Tertak$1nanya "°'"mm 0 0 0 0 0 
Pelal)Ol'ln Pen,elolaan dan Pl!ngelolaan dan 
Penuunaan Blangko l'ill1POran Penggunaan Pelaporan 
Dolwmen Bler,gko Dokumen Pengsunaan Blangko 
Kepel'ldudukan, Kependudultan, -.m 
Formu!lr, dan Buku Formul!r, dan Buku Keptnduduqn, 
untuk Pelayanan untuk Pelayanan dafduk Fannuffr, dan Bulw 

2.12.02.2.04.0002 PemblManclan JumlahLlponm Terbl111nya dan ''''"' 0 0 0 0 0 
Penpwaililn Terklllt Pemblnaan dan Terawislnya Terkall 
Pendaftaran Pensawasan Terl«ltt Pendaftaran Penduduk 
Penduduk clafduk 

2.12.02.2.G4.ooo3 Blmblngan TeknlJ Jumlah Llpo,an Terlilksan111'18 '-'" 0 0 0 0 0 
Tfflaltl'endaftaran blmblnpn Telrnls lllmbln,anTekrlls 
Perlduduk TefbltPendaftarim Tert:alt Pendaftaran 

Penduduk """"''' ~u., PENCATATAN SIPIL capalankliwrjll -~klM,JI" ..... .......... IUO ....,. .... ,.,. ..... ..., ... 50,397,492 ... Sl,!117,J67 ... .. ........ -pll~pll!Qtan pel..,.nanpllflUtatln -llpH slpll '''" 
J:.12.0J.2.1)1 - Jumlah p11nclucM: yq T- -. ,....,. -· 10,7" ,.....,.,, U7,103 .......... ,...,. 50,Jl7A12 

.. ,_ 
5Z.917,J67 ..,..., .......... 

~Slpll --- pll ........ pllncmlan 

IICMlltlnlll"'I ... 
2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Jumtah Ookumen HasH Tertakslln•"VI Dokumen " 50.202,649 " 10.481,m " 24,300,500 " 50,397,492 " 52,917,367 " 55.563,235 

Penatausahaan dan Peocalatan, ........... 
Ptnefbltan Oolwmen Penatausah•an dan Penatau,ahaan clan 
AIU Pelaporan Pl!nerbltan Ookumen Penerbltan Dokumen 
Ptns!IWll Penlln,: At.as Pelapon,n Atas Peteporan 

2.12.03.2.01.0002 Penlngkatan dalam Jumlahl.lyaJ\1111 -·- .... - 0 0 0 0 0 0 
hlayanan Ptncatatan Pentahtan Slpll yang Pelavan•n Pencatatan 
Slnll 01t1Mkalbn Slnll 

2.12.03.2.01.0003 hncumputan, Jumlah Dokumen Hasll Tertaksan•"VI Ookumen 0 0 0 0 0 0 
Anall1ls, clan l'enp1mpulan, Anallsls, Pcnsumpulan, 
Dlsemlnasl Data clan Dlsemln■si Data Analtsls. dan 
Pencatatan ~lnil Pentmitan !ilnil oisem~-· "'-· 

2.12.<13.2.01.ooo4 Penyusun1n Tata cara JumllhOokumenTata Tentdllnp Dolwmen -- 0 0 0 0 0 0 
l'eN!nc.anaan, Cira Perenc.anaan, Tata Cara 
Pe11ks.anaan, Pelaknn1an, l'emlcilnaan. 
Pemanlauan. Pemantauan, Evaluasl, PetaUllnean, 
Evalua1I, Pfflgendaltan clan Pemantauen, Evaluasl, 
l'enll!JldaHan dan hlaporan Pengendallan dan 

""""" Penyelenqaraan Pelaporan 
.., __ 

Admlnduk Terkalt Penyelenaaraan 
Admlnduk Terkalt Penemlan Slpll yang Admlnduk Ttl1calt 



T ~ n,mdanic.r ........ Kondlsl Kl•rjl --lkhlr pmocll 

Tlhun-1120211 T..,.,.2(20Ul Tlhun-1 (ZOUI TahurM{lOW Tl~S(lOU) bnstn PD 1202fll ,._ ,_,n Pf111r1m, Kqlal.ln & 
S.S.ran IClnarja .. ......,. 

!Codi T/S/P/K/SK .. .. SubKqlatan 
lndlllalot Klner)I Prop1m, KasiatMA 

_, .... 
Subkqlatan lteallMll .. 1ta111 ... , .. ...... .. - .. ... ... Rp ..... " 

2.12.03.2.01.0005 Penpdaan Oolwmen Jumlah Dolwmen Tersedltnye Dokumen ..... 0 0 0 0 0 0 

kependudukan selaln keptndudulum 1elaln Kependudulwl selaln 
Blanp(IICTMI, Bl1ngko ICTP-EI, Blangko KTP-EI, 

Formullr, dan Buku Formultr, dan Buku FormuUr, dan 8ul(u 

Terblt~n TfflUllt Pencatatan Slpil Terkalt Perw:atatan 

Slj)II Ses\131 denpn Sesualdenpn Siptl SeSIJII deflcan 

Z,1Z.Ql.2.02 ,.~ .. .....-
Pancatatan SI- I 

2.12.03.2.02.0001 Koordlnasi dercan Jumlah laporan liasll Tertaks.ll~nya Lapc:,nm 0 0 0 0 0 0 

Kantor Kemenag koordln11I dengan KQon:IIMSI denpn 

k.tbupaten/ Kutil dan Kantor kemena1 Kantor Kemena,: 

Penpdltan Apma Kabupatenj Kata dan kabllpllteri/ kota clan 
vana 8erkaltan Pe!IJ8dll1n Asama yang 1'i!ng1dllen Asama 
dengan Pencatatan Berbltan deogan yang Bel'kaltan dengan 
N!kah, Talak. Cera!, Penc.atatan Nlkah, Penaitatan Nlkah, 
dan Rujuk bagl Talak. Cfflll,dlln Rujuk Talak, Cera!, dan Rujuk 
Penduduk yang bql Pel'lduduk yang bag! Penduduk y;ing 

2.1l.G3.2.02.0002 Koordlnasl dengan Jumlah Laporan Hnll Ter1alcs,nllll'(<I ~,,,., 0 0 0 0 0 0 ............. Koonll"8$I denpn Koordlnasl denpn .... ,.....,.... KentorKernetlll 

., __ 
dalam Memellhara Kebul)l1en/ Kota dalam .. _,_ 
Hubunpn Tlmbal Memellhara Hubunpn dalam Memellhara 
BallkMelalul Tlmbal Ballk Melalul Hubunpn Tlmbal 

Pemblnaan Maslns:• Pemblnaan Muina:• 8allkMelalul 
Maslng kepada Mas Ing Mipada In1tan1l l'emblnaan Mas Ing• 
lnstao,I Vert!bl dan V<!rtlkal dan UPT Olnu Masin, kepada 
UPT Otnu Oukcapll Oukeapll lnstansl Vertlka\ dan 

2.12.Q3.2.02.II003 Koordlnasl antar Jumlah Laporan twll Tertaksananya -ffl 0 0 0 0 0 0 

lembaga Pemertntah Koordlnasl Antar Koon;llnasl antar 

dan Lembaga Non- Lembqa Pemenntllh Lembasa Pemer1ntah 
Pemertntah di dan Lembaga Non· dan Lembap Non-
Kebupaten/kota Pemerlntah di -" dalam Penertlban Klbupaten/Kotadalam ..... ....,.... 
Pelayanan Pencatatan Pene"lban Pelayanan dalam Penertlban 

. - L - . 

2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Jumlah laporan Hasll Terlalcsananya ~,,,., 0 0 0 0 0 0 

Akttf Pendaftaran Pelayanan Sealra Alctlf Pc!layananSetaraAktlf 
Per1stlwa Pe~ran Pertstlwa Pendaffaran Pe-tstlwa 
kependudukan dan ICependudulclln dan ICependudukan dan 
Penutatan Pelistlwa Peneetatan Pertstlwa Pentatatan PerlS11wa 

PentlngTerkait Pentlns: Tai1calt Pent1nsTerka1t 
'•---------•·' .,, 

2.12.03.2.02.0005 Penertmaan dan Jumlah Dokumen Tertaksananya Ookumen 0 0 0 0 0 0 

Perrrdntaan Data Penertmaan din Penertmaan dan 
Kl>pendudukan dart Permlntaan Data Pennlntaan Data 
Puwakllan Republllr. ICependudllkln dart Kependudukan dart 
Indonesia Melalul Pll!fw1kllan Rtpubllk Perwakllan Republlk 

Mel'Jterl Terkait Indonesia Melalul Indonesia Melalul _.,,, Merrtert Terkalt Menter! Terblt 

2.12.03.2.02.0006 FasllltasiTerblt Jumlah lapotan Hull Terfasllltaslnya ~ .... , 0 0 0 0 0 0 

Peneatatan •. I Fasltitasl Pencatatln Pencatatan ~..., 

2-12.03.2.02.0007 Pi!nyelenggaraan Jumlah Dol<umen H;nll Terufens:garanva Ookumen 0 0 0 0 0 0 

Pemanfaatan Data Pem1nfawin Data Pemarifaatan Oata 
kependudukan ICependudulclln Tti1calt kependudukan Tlfkait 

1~-·•·-1• "encatatan .. .-, 
2.12.03.2.02.0008 So5lal!sasl Terilalt Jumtah laponm Hull Tenosl&llnsinya Llporan 0 0 0 0 0 0 

Pematltan Sipll IOllllllslll Pilnatltan Penatatan Slpll 
sI-;I 
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Ktn.r a Pr-r1111 dan Ker ,.,...., Kandlll Kl11tt},I IMd• •khlr perl"9 
,..,1111-1 (2021) Tlhim-Z (ZOZZ) Tllhun-J (101:S Tlh111M uuZ4J Tallun-5 I IIIIMtr• PD 1•""11 

n<w, .... ,M Pr111mn, Kealmn & 
SIUl'•n Klnerj1 .. _ .. 

~T/5/P/K/SK 
PD PD SubKqllltan 

lndllcMorKIMrj.1 Pracram, Kqlatan • .... , ,_, 
SUbl(qlltln RffllMSl Rp ...,..., Rp ""M Rp M"" Rp ..... Rp ...... "' 

UZ.o4 .... El.OIMN CU:upan ptfflllntan.n menln,kltnya • N/A ZS,703,081 J,18 5,818,GIIB 6S,Z7 19,406,100 100 ZJS,17Z,OOO ,.. 246,930,600 100 1H,l71,UO kabldpdlp 

INFORMASI data kapendudukan ptinanfHlllndata 
ADMINISTRA51 UpendUdulr.ln 
ICEPENDIJDUICAN 

1,11.04.2.Dl ,.lllilfflpul-,o.ta J11mlahdolc111n1n Tersecllany9, dokumen Dakumen 1 1.....,., 1 Z,S79,9t9 1 19,40&,100 1 lJ5,1n,DOO 1 Z46,H0,600 1 ZS9,Z77,1JO 
Kependudllllllndln ,-fllUll'IPIJIMlDall Pelllllfflpulan Dall 
Pe11111nfusen dan Kependlld11Un din Kllpendudukln dim 
,.nvall•n Database Pem,nfMtan din PHl.lnfutan clan .. __ 

Penyajlanl>lltaM Penpjlan Detabae __ , 
Kependlldllkan 

2.12.04.2.01.0001 Pengol4han ct.an J11mlah Dok11men Data Ter1aksananva Dokumen 0 0 0 0 0 0 
PenyaJlan Ditta Kepelldudukan yang Pengojahan dan 
Kepeodud11kan Dlolah dan DlsaJlkan PenyajlllM Data 

Kenend•lll11kan 
2.12.04.2.01.0002 Ke!ja Sama Jumlah Dokumen Kelja Ter1ak5ananva Kerfa Dolwmen 1 18,406,831 1 2,519,999 1 19,406,100 1 235,172,000 1 246,930,600 1 259,217,130 

Pemarrf:iatan Oata Sama Pemanfaatan Sama ,emanfaatan 
Kependlldukan Data Kependlldukan Oita Kepelldudukan 

2.12.04.2.01.0003 1~,r1~asl Data Juml.ah Laporan Hasll Tertak!;ananya Laporan 0 0 0 0 0 0 
11ntuk Kepentlngan lnvel'ltilr1Sasl 0ata unt11k lnvemarlsasl Data 
Pembane:unan Daerah Kepentingan 11nt11k Kepentlngan 

- .. •11a11nan Daerah Pemhanaunan Daerah 
UZ.OU.ct2 - Jumleh dolcumu Tetlalbllnanya 

Panplolun panatuin penplolun ptnat.fln P8111•1o1Hn 
lnform.i Informal Admlnbtrnl 1nformf1Sl 
Admln1strasl " , .. , ~mlnlstrnl 

2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Jumlah Dokumen Tata Ter1ak5ananya Tata Dolwmen 0 0 0 0 0 0 

Perencanaan, Cara Perencanaan, C..ra Perencanaan, 
Peleks~naan, Pelaks:anaa11, Pelaksanaan, 
PemantaW111, Pemantauan, £Yaluasl, Pemantauan, fvaluasl, 
EVllluasl, Penpndallan, dan Per,gendallan, dan 
Pengendallan, dan Petaporan Pillapr)l"lln 
Pi!laporan Penyelenggaraan hnyelenggaraan 
Penvetenaaraan Adml11duk Terblt AdmlndukTericalt 
AdmllldukTerblt Pengelolaan lnfonmisl Pell&ff)laan lnformasl 
Pengelolaan lnforrna$1 Admlnl!itrasl Admlnlstrasl 
Admlnlstrasl Kependudukan yi,111 Kependud11kan vuns 

"' 
l.1Z.G4 PENGELDI.AAN ""- Tel'Ml,napr,nya • 100 H,Sll,716 ,.. 20...,,.., 100 17,847,800 100 3,861,117,500 100 4,o&Z,678,375 ,.. 4,1&5,81Z,Z94 Ubld plek 

INfORMASI panyelengareen Panplolun 
ADMINISTMSI panplolun Informal lnformasl 
ICEPENDUDUKAN ldmlnlstrasl admlnbtrn1 

kependuduken Uptncludukan 

Z.1lJl4,2.D3 Panv-l•napr111n Jr.nnlllhdokwnen T1rllldlany1 dolcumen Doll:u1111n ' H,533,716 ' 20...,,.., 1 17,847,800 • 3,869,Z17,500 • 4,(162,178,375 • 4,1&5,812,194 
Panplolun Panyel•na11run ,.nyellrcprun 
lnforma,I PanplolNn lnfonnall Penaetolun 
Adm1n1Nrul Admlnlrtral lnformasl 
___ , 

hpl,nduduun Admlnlstrol 
Kapendlldukan 



" ~M< r■mdllnhr Pendlnun 1Cond11l KhwrJ■ paibl ahlr 1N1rlalll 
T■hlll'l·1 (ZOHI Tltwn-Z ,,, T■h~l-no:n• t,hun-4 2024) T1hun-J I ftt!Mtr■ PD IZDZfl ,.._ ...... Prat;ram, ~ a S..r■n KlnarJ■ .......... 

Koda T/S/P/KJSK 
PO PO ... ..., .... lncllkalor Kf,.,,. Prosram. Kqlallln & ..... -.... _ ...... .. ... ... .. - .. - .. - .. - .. 

2.12.04.2.03.0001 Koordlnasl Amar Jumlah Llporan Has II Terlaksananya t.apor.m 0 0 0 0 0 0 

lembap Pemertntah koordlr.ul Antar koordlrlllil Ant.Ir 

dan Lembap Non- tembap Pffllenntah l.embap Pemerlntah 

Pemerlntah di dan lembap Non- dan LemlMlp Non-

ICllbupatefl/KOII Pemerlntah di Pemi!Olltahdl 
dalam Penffllban kabupimm/kota dalam Kabupaten/1(,m, 

Pengelolun lnformas I Penertlban Pengelolaan dalam Penertlban 
Admintttrasl lnformasl Admlnlstrast Pengelol&an lnformasl 

2.12.(14.2.03.0002 Penerlmun dan Jumlah Dolwmen Tertaksananya .,.,_ 0 0 0 0 0 0 

Permlntun 0IU Penerimaan dan Pener1maendan 
Kependudukan darl Permlntaan Data Pi!rmlnta1m Data 
PerwtkOanRepubllk Kependudullan darl Kependudukan dart 
Indonesia Meltlul Petwakllan Republlk Pt!rwaldlan Republlk 
__ , 

Indonesia Melalul Indonesia Melelul 
. 

2.12.04.2.03.0003 Fasllltasl Teritalt Jumlah l.lpor,an Hasll Terfasllltaslnya laporan 1 17,3S8,242 1 16,535,168 0 1 3,825,599,000 1 4,016,878,950 1 4,217,722,898 

Pengelolaan tnformas I Fasllltasl Pengelolaan Ptlnjelolaan lnfom'ltsl 

Admlnlstrasl lrrfon'Nlsl Admlnlstrasl Admlnlrtrasl 

udukan dudubn 
,_ 

ndudubn 
2.12.04.2.03.0004 --, Jumlah [lol(umen Tertaksananya -- 0 0 0 0 0 0 

l'emanfaatan Data --, Penyelenggaraan 

KependuduQn Pemanfaatan Data Pemanfaatan Dall 
lu. ---dudukan .. udukan 

2.12.04.2.03.0005 Soslaliq$1 Terklllt Jumtah Laporan Hasll Tersosll!llsaslnYll "'"'" 0 0 0 0 0 0 

Pqelolnn lnformasl SOslallsasl Pengelolaan Penplolaan l!'lfonnasl 

Admlnlstml lnfonnasl Admlnlstrasl Admlnistrasl 
Iv-- ndudu'·-- lu----dudukan 11:----~uduk.an 

2.12.04.2,03.0006 ltelj'a Sa,,,.. dengan Jumlah Dokllmen Kerja Ter1aksananya Kerja Dokllmen 1 14,675,837 1 2,523,997 0 0 0 0 

Organlsasl samadqiln Samadengan 

ICemesY11rakltan dan Organlsasl Orpnlsasl 

Perguruan Tlncgi Kemasyarabtan dan Kemasyarakatan dan 
ruanTl ="' 

2.12.04.2.03.0007 Komunlbsl, Jumtah Dokumen Hasll Ter1alc$1nanya """" 1 7,499,637 1 1,563,500 1 17,847,800 1 43,618,500 1 45,799,425 1 48,(189,396 

tntormasl, dan Komunlkasl, lnformasl, Komunik:KI, 

Edukasl kepada dan Edukasl kepada lnformasl, dan Edukasl ... ,_ 
Pemancku Kepentlngan kepada Petnansku 

Kepentlnpn dan dan Masy.m1kat KepentlnPn dan 

•• . , .. . 
2.12.04.2.0l.0008 Penyajlan Dita Jumlah Dokllmen Data Ter1aksananya Dokumen 0 0 0 0 0 0 

Kependudukan yang Kependudukan yang PonYll/lan Data 
Alwrat dan dapat Alwnrtdan Dapat Kependudukan yzma 

01pertanauns Dlpertanquns Akllrat dan Dapat 
_, 

Jawabkan Dll)trtangung "· .,, __ 
2-12.0U,04 PetnblrNn din Ju~ll•h dokumen Tar,edllnp clolwm1n - ' 

,.,,.,,,. 1 l,218,04111 • 0 0 0 __ , 
PetnblrNndln ,.111blnundln _ .... _,, .. _ 

1nrormm1 ~lalaan lnfclnl!Nl ,.,..,._ 
'''"'""""' Admlnlstrml '"'""""' ........... .. .. - -""-........ -

2.12.04.2.04.0001 Pemb!riaan din Jumlah Lapanm Hasil Tertaksanai,ya "'""' 0 0 0 0 • 0 

Pengawasanlerkalt Pemblnun dan "-'1lblnaandan 

1>$1Celolun1nfolfflti i Penpwasan Penpwas.m Terkalt 

Admll'llstml Pl!lljelolaen lnformasl Pen&elolaan lnformasl 
Kependudukan Admln1Jtra1I Admlnlstrlll 

~I -



Kodl T/5/P/K/SK 

2.12.04.2.<14.000l 

2.12,04.2.04.0003 

. .., .. 
Z,12,0Jl.2.01 

Ul.05,2.01.00Dl 

2.12.05.2.01.0002 

,.._, ,_., / Proaram,kqlatan a 

PD PD SUb K■,tlltan 
tndlQCor Kln■rJa 

SUpefVisl Bersama Jumlah Ookumen H.nll 
dmpn Kantor Supervl•I Bena ma 
Kemenag Klbupaten/ dfln&an Kantor 
Kota dan Ptnpd!lan KfflN!Nlg Mtnpnal 
Alarna Menpnal Pelaporan Plncatabn 
l'mporan l'encatatan Nlkah, Talak, Ctr&!, din 
Nlkah, Talak,. Cerll, Rujuk b:,gl hnduduk 

din RujUk b.all '(<Ing Berapma Islam 
Pl!nduduk vane dalam ran,Jia 
BeraJ;arna Islam Pembarcunan Bilsli 

dalam rangka Data Kependudukan 
Ptmbangunan llaslil 

BJmblnpn Tekn/J 
Tetkalt Ptngejolun 

"""""" Admlntstrasl 

Jumlah Laporan Hasll 
Blmblnpn Teknl! 
!Terblt Penplolaan 

lnfllrmasl Admlnlstrasl 
Kependudukan dfln I Kependuclukan dan 
Pendayagunaan Datll 

g_n . ........... ..• , .. 
"""""""""' 
PenrusunanProfll -
l'tn\'l!dlaan Data 
Ktpendudukan ~­
Pen>,\,sunan Profll 
Dau Pem!mtlanpn 
dan Ptoyeks! 

Kependudukan Mrta 
"-~---~ 

Pendava1unaan Dlltll 

"' ~klnerja ---· .. _ 
Jumlah Dokum■n 
Penvu,unanPrafll -
Jumlah Dita 
Kependudukan 
~flt,.,,. 
Jumlah Dokumen Profll 
Data Perllembf.npn 
dan Proyeks! 

keptfldudl/Qn serta 
"-'----:uhanyanslaln 

s.■r■nKln■r)a 

Prot:r■m, IC■l1 ■t■n a 
Sub IC■ll■bln 

Tertab1n1nya 

Supervlll hrsama 
denpn K1nt11r 

"-1 Kabupa1en/ 
KIIUI dan Penga(!Han 
Alaml Mt!ngenal 
Pl!lapllfln Pencatatan 
Nlkah, Talak, Ctral, 
danRu/Ukbagj 

Pl!ndudult yang 
Btrqamalslam 
dalemranglta 

....... 

"""'"ffl 

Terlaksananya ILaporan 
Blmblnpn Teknls 
Terkalt Penpllllaan 
lllfilr'mal Admlnlstrasl 
Kependuclukandlln 

""ndayaaunaan oata 

• -­.,..,..iotun pndll .. _, • 

T■....ianv■ dokum■ nl Dokll!Mn .............. , -
Ter!iedlanya Dlltll 
kependudukan 
~-... -a1m11t-

ITenusunnya Profll 
Data Pert.embangan 
danP~I 
Kependudukan serta 
ke.butuhpp yang Lain 

Dokumen 

"""'mm 

Tatui-1 (1021) Tihun-J: 

....... .. ... ,... 
6.646,250 

650,000 

, .. 54,681,851 ""' 

54,681,851 ' 

" 13,997,987 14 

40,6&3,86' 

~ --IISldlllic.r. !]_;;;~ ~(J:IJJ:4) 

.. - " - " 
3,238,049 0 

0 0 

41,115,520 , .. ...,..,.,. , .. .....,. .... 

41,13S,SJ:D ' 41,US,4ZO .....,..... 

13,211,020 14 13,Hl,D20 14 67,202,000 

27,924,500 27,924,400 1s.n6,000 

Tahun-ll (J:OJ:S) 

- " 
0 

0 

, .. ,....,.,... 

• 1SJ,J:16,,00 

14 70,562,100 

82,714,800 

Kondlsl IClnarja pim.alchll' perloda 

llenltra~_(20J:!I 

- " 
0 

0 

""' lf0,940,745 

• 1IO,M0,745 

14 74,0!10,205 

14 86,850,540 

,.M_ -

_.,. 



No 

( 1) 

1 

1.1 

1.1.1 

2 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

BAB VD 

KINERJA PENYELENGG.ARAAN BIDANG URUSAN 

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sumbawa tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa ditampilkan 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sumbawa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran 
RPJMD 

IK Tujuan (x), Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
2026 Sasaran (xx), Penanggung 

Program (xxx) 
2021 2022 2023 2024 2025 jawab 

realisasi realisasi target target target target 
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Nilai Reformasi Bupati 
Birokrasi 
Kategori Nilai BB BB B B BB BB Kadis 
AKIP Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Slpll 
Nilai AKIP Dinas 70.14 73.77 63.60 67.10 70.01 73 Sekdis 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sioil 
Cakupan 82.11% 81.03% 86.25% 10()0/4 100% 100% Bupati 
kepemllikan 
dokumen 
kependudukan 
dan pencatatan 
siull 
Persentase 58.99% 63.68% 65.13% 100% 100% lOOo/o Kadis 
capaian kinerja 
pelayanan 
kependudukan 
dan pencatatan 
sipll 
Capaian Kinerja 76.68% 76.94% 83.85% 100% 100% 100% Kabid 
Pelayanan pelayanan 
pendaftaran dafduk 
penduduk 
capaian kinerja 99.85% 95.10% 94.25% 100% 100% 100% Kabid 
pelayanan pelayanan 
Tlf"ncatatan sioil caoil 
cakupan N/A 3.18% 65.27% 100% 100% 100% Kabid pdip 
pemanfaatan 
data 
keoendudukan 
cakupan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kabidpiak 
penyelenggaraan 
pengelolaan 
informasi 
administrasi 
keoendudukan 
capaian kinerja 100% 100"/o 100% 100% 100% 100% Kabid piak 
pengelolaan 
profil 
ke=ndudukan 
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BAB VIII 

PENUTUP 

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 disusun sesuai amanat perundang­

undangan yang terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa 

kaidah-kaidah sebagai berikut: 

a. Bahwa Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 tetap merupakan implementasi 
pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta 
program pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai 
kedudukan, tugas dan fungsi Renstra Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Ka bu paten Sumbawa. Program dan kegiatan/ sub 
kegiatan yang dilaksanakan dikendalikan sepenuhnya oleh Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa selaku kepala 
PD dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 

b. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam 
penyusunan Renja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan 
mengacu kepada RKPD Kabupaten Sumbawa; 

c. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam 
Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dilaksanakan secara akuntabel 
dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara 
periodik dari seluruh aparatur sipil negara di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa melalui 
Sekretaris Daerah yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. 

Perencanaan yang baik merupakan bagian dari keberhasilan, maka 

dengan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan 

semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam lima tahun ke depan. Dengan 

terlaksananya seluruh yang direncanakan diharapkan akan terbangun tata 

kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih 

baik, lebih cepat dan akurat. 
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